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ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah membawa perubahan signifikan
di berbagai sektor, termasuk dunia hukum, ekonomi dan bisnis. Salah satu inovasi
di bidang hukum yang bisa diterapkan adalah konsep cyber notary atau notaris
digital. Profesi Notaris erat kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya ini
ditunjukkan dari mekanisme penentuan kebutuhan (formasi) Notaris di suatu daerah

didasarkan kepada (a) kegiatan dunia usaha, (b) jumlah penduduk, (c) rata-rata

i
UNISSULA
etlal)| oAt sincla

Hasil penelitian yang-dipcrolch-yaitu bahwa cyberiotary memiliki potensi besar

perkembangan ¢}

notaris.

untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempercepat
proses notarisasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas. Namun,
untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan pemahaman
yang luas mengenai keabsahan hukum dokumen digital. Dengan dukungan yang
tepat, cyber notary dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kemudahan berusaha di Indonesia di era globalisasi ekonomi dan

bisnis.

Kata Kunci : Digitalasi, Notaris Digital, Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis.
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ABSTRACT

The rapid development of technology today has brought significant changes in
various sectors, including the world of law, economy and business. One of the
innovations in the field of law that can be applied is the concept of cyber notary or
digital notary. The Notary profession is closely related to the business world, at
least this is shown from the mechanism for determining the need (formation) of
Notary in a region based on (a) business activities, (b) population, (c) the average

number of deeds made every mon 17"'}3“' influence of the business world on the

availability of the num dtions proves that there is a close
[ [

relationship between. the / %w W" ‘ husiness world.
Yy %

2
-
be ‘rl",.l

: > _de cyber notary and the
\ UNISsSuLA

|| & a
The research resik1I .:';:EML@E,J ! @fbwgm oreat potential to improve
o /

the ease of doing Zl siiess-in-tndonesia.by-accelerating the notarization process,

reducing costs, and increasing accessibility. However, to achieve this potential,
clear regulations and a broad understanding of the legal validity of digital
documents are required. With the right support, cyber notary can be an effective
tool to drive economic growth and ease of doing business in Indonesia in the era of

economic and business globalization.

Keywords: Digitalization, Digital Notary, Economic and Business Globalization.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Profesi notaris di Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam
pembuatan akta. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris yang mana kemudian telah diganti dengan Undang-

zaman kolo leh notaris dan
digunakan , dan perjanjian
yang diwajib leh beberapa pihak
yang mempu;i’ -ke dalam akta asli
Dalam hal mﬂ, g sangat dibutuhkan
dalam masyarak: { publik yang diangkat

atributif oleh Undang Undang Nommor 30 tat ntang jabatan notaris yang
kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris.

Pada saat ini, banyak hal yang telah berubah dikarenakan teknologi
informasi dan komunikasi yang merubah di berbagai aspek, salah satunya ialah
dalam pembuatan akta. Terkhusus pada era sekarang yang memasuki era society
5.0. sehingga menimbulkan munculnya digitalisasi dalam pembuatan akta Era
society sendiri adalah era dimana teknologi modern digunakan untuk memenuhi

kebutuhan manusia guna meningkatkan kenyamanan. Berkaca pada penyebaran

covid-19 di masa lalu, memperlihatkan betapa pentingnya teknologi terhadap



semua kegiatan manusia. Hal tersebut telah dapat mempengaruhi profesi notaris
dalam pembuatan akta. Dalam hal inilah, banyak potensi perubahan yang dapat
diteliti, salah satunya adalah bagaimana perubahan yang dibuat oleh digitalisasi itu
berdampak pada notaris dalam pembuatan akta. Dampak tersebut, baik menjadi
sebuah hal yang memudahkan notaris dalam membuat akta atau akan menjadi
sebuah tantangan baru.

Pada saat ini telah muncul adanya konsep notaris digital atau cyber notary

yang mana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan pengimplementasian

kewenangan notaris yang berbasis_déngan teknologi informasi. Pada umumnya

ni da
!u' M H ﬁ ﬁ ‘! - iﬂﬂ . II::ksibilitas. Kecepatan
Aetlal) ﬁaa";;lf*.l..;.ﬂrl.b i

mbangan norma hukum
yang kaku dimana ‘tebrir-menekankan -pada-2 pastian hukum. Paradigma
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN) lebih
menekankan pada konsep kepastian hukum yang berarti norma-norma dalam

pembuatan akta autentik yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin

! Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan
Kesejahteraan,” 21 Juli 2016, hal. 76, https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187

2 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary
atau Electronic Notary (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 131.



pembuktian yang sempurna. Sebagai contohnya yaitu dalam pembacaan akta, para
pihak harus hadir dihadapan Notaris dan menandatanganinya di depan Notaris.
Terbitnya easy of doing business (selanjutnya disingkat EODB) atau
kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha
menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang
mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Negara yang indeks
kemudahannya baik dalam dunia bisnis akan dipandang sebagai negara yang ramah
investasi, sehingga nantinya para investor asing tertarik menanamkan modalnya di

Indonesia.

dengan implementasi

cyber notary ini;"- H'I. M ! 5 5 ” !_ru 3 f) cyber notary, Notaris
dapat bekerja den #"u"!-y l &"ﬂ‘u"' FL“!"?-T-;?- pun dalam penerapan asas
|\ e

kekuatan mengikat o’ atnya: apan konsep cyber notary

bukanlah tidak mungkin, mengingat akan pesatnya perkembangan teknologi yang
menjadi metode akan dunia digital di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini.
Pergeseran peran Notaris terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat
publik Negara untuk menuju era cyber notary bukanlah hal yang mudah, karena
pemerintah dan perancang hukum di Indonesia juga turut berperan dalam
memberikan payung hukum terhadap implementasi cyber notary, sehingga praktek

cyber notary dapat dijalankan secara baik. Penerapan teknologi informasi dalam

3 Budhijanto, D. (2019). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi:
Regulasi dan Konvergensi. Bandung: Refika Aditama. h. 1.



peresmian akta notaris berdasarkan dengan cyber notary merupakan “sebuah
konsep dimana notaris dapat bekerja dengan perkembangan yang ada berbasis
teknologi yaitu cyber notary yang merupakan notary public dengan melakukan
sebuah pelayanan dengan jasa-jasa notaris, dan dokumen secara elektronik™.*
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud
untuk melakukan penelitian guna dijadikan tesis dengan judul “DIGITALISASI
PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS”.

1.3 Tujuan P(Ie'll &3
Adapun t1"]. Eu' M F 5'(&- !J iu nﬂk ifian ini adalah sebagai
berikut: I'

1) Untuk menged \‘unurln-u agaima ast dapat diintegrasikan pada
profesi notaris guna mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis.

2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta hambatan
utama yang dihadapi oleh notaris ketika beradaptasi dengan teknologi
digital.

3) Untuk memahami bagaimana seharusnya hukum positif dapat

mengakomodir penerapan digitalisasi pada profesi notaris.

4 Darmaangga, 1. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Legalitas Peresmian Akta
Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom. Acta Comitas: Jurnal Hukum
Kenotariatan, 6(01). h. 1. DOI: http://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i101.p.16.



1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu
1) Manfaat Teoritis
a. Pengembangan Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan
mengenai perlunya regulasi yang mendukung penggunaan digitalisasi
dalam praktik notaris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
inovasi teknologi tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan

kerangka hukum yang ad

Era 5.0 /’?/’
™ i - - b3 dals

bagai sektor, termasuk

Ig‘
bantu notaris

j:‘ an teknologi

snya dalam

orong |
; ‘-! M , 5 g u btk ‘ﬂ' 1g bagi pengembangan
\\ bl ) if-d shelimela

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait
pelaksanaan digitalisasi profesi notaris, yang berdampak pada proses
notarisasi yang dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini
mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen
hukum, sehingga memberikan kemudahan bagi klien dan

meningkatkan produktivitas notaris.



1.5 Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.
Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dengan penulisan

ini antara lain:

a. Digitalisasi adalah proses transformasi informasi, dokumen, atau
sistem dari format konvensional menjadi format digital yang dapat
disimpan,

diproses, ' ai- diakses melalui perangkat elektronik.’

terhormat yang
, donesia. Secara

I,'!;erwenang untuk
Qifv;fenangan lainnya

a-undangan. Profesi ini

w /
1AM ? S& !1! | 3 /.y dan memiliki

14"!‘!"“*\'»3 "fﬁ@"h Lﬂl-f;«»‘!.r am' memberikan pelayanan
3 ‘.'e

c. Notaris Digital atau Cyber Notary adalah suatu konsep dimana notaris
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara elektronik. Ini mencakup

pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta notaris dalam bentuk

> Dewi, L.A.T (2021). “Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia”. Journal of Digital Law
and Policy, 1(1), 37-44

¢ Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan
Pendidikan), 7(1), 309-318



digital, serta pelaksanaan layanan kenotariatan lainnya melalui media
elektronik.

d. Globalisasi Ekonomi dan Bisnis adalah segala bentuk aktivitas
ekonomi dan bisnis yang menunjukkan integrasi pasar antarnegara
tanpa adanya hambatan batas teritorial dalam batasan wilayah dan
perwilayahan, sehingga konsep dalam gejala globalisasi ekonomi dan
bisnis tampak pada sektor produksi, keuangan, investasi, dan

perdagangan yang berpengaruh pada hubungan antarnegara.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Inovasi Tel -,.-'

//;‘:""-"-r ol h&mm gg ngkakonseptual yang menjelaskan
f éﬁ' ' < 1 ‘ ( ‘ﬁ la 1dops1 dalam

penemuan bag 1 SE qra{h proses kompleks
f
A cjal - aw 7an hingga penerimaan
!&‘-! M ’ 5 ﬁ M ﬂlll l'n‘u / mbangan, uji coba, dan
«"!!""!ut-*:".y |@%:Uw.e¢:Ma{.9- emangku kepentingan,
s -

termasuk peneliti,

Model difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers merupakan
salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam memahami bagaimana
inovasi teknologi menyebar di masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul
“Diffusion of Innovations,” Rogers mengemukakan bahwa proses difusi adalah
suatu cara di mana inovasi, baik itu produk, ide, atau praktik baru, diterima dan
digunakan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Proses ini tidak
terjadi secara serentak, melainkan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan
berbagai kategori pengguna yang memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan yang
berbeda.



Kategorisasi adopter dalam model ini terdiri dari lima kelompok utama:
inovator, pengguna awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan penolak. Inovator
adalah individu yang pertama kali mengadopsi teknologi baru. Mereka biasanya
memiliki toleransi risiko yang tinggi dan bersedia untuk mencoba sesuatu yang
belum teruji. Karakteristik ini membuat mereka menjadi pelopor dalam proses
difusi inovasi. Di sisi lain, pengguna awal adalah mereka yang cepat mengikuti
jejak inovator tetapi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dibandingkan
dengan kelompok inovator.

Mayoritas awal merupakan elompok berikutnya dalam model ini. Mereka

I

tuk menyebarkan

informasi tentéi g Uty S orta kon daya di mana adopsi

terjadi. Sifat-siFA\ R i I Bat<ci R R W/ ifnya dibandingkan

dengan solusi la \ : "*" u"l f I fﬂ% !t"* .-q-t‘ﬂﬂ!ﬁ- fn kebutuhan pengguna
—.ﬁ_

|
potensial, serta kermudahan-pengennial

garuhi seberapa cepat dan
luas sebuah teknologi diadopsi.

Rogers juga menekankan pentingnya komunikasi dalam proses difusi.
Saluran komunikasi memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi tentang
inovasi kepada calon pengguna. Media massa, jaringan sosial, dan interaksi
langsung antara individu dapat mempercepat atau memperlambat proses adopsi
tergantung pada bagaimana informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks penerapan teori ini di dunia nyata, banyak organisasi dan

perusahaan menggunakan model difusi inovasi untuk merencanakan strategi

pemasaran mereka. Dengan memahami karakteristik masing-masing kategori



adopter, mereka dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk menarik perhatian
setiap segmen pasar secara efektif. Misalnya, strategi pemasaran untuk menarik
perhatian inovator mungkin berbeda jauh dari strategi untuk menjangkau mayoritas
akhir.

Selain itu, pemahaman tentang model difusi juga sangat relevan dalam
konteks kebijakan publik dan pengembangan masyarakat. Pemerintah dan lembaga
non-pemerintah dapat menggunakan wawasan dari teori ini untuk merancang
program-program intervensi yang mendorong adopsi teknologi baru di kalangan
masyarakat tertentu misalnya melalui pendidikan atau kampanye kesadaran publik.
Faktor-faktor yang mempen ari ""f\\‘:” logl meliputi keunggulan relatif,

dan dapat diamati. Keunggulan

masyarakat. H.. W Jan sekadar persoalan
teknis, melamka
‘eknologi menjelaskan
bagaimana teknologr—barm—dapz gulan kompetitif bagi
organisasi dan negara. Inovasi teknologi dianggap sebagai salah satu faktor kunci
dalam pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan menciptakan model bisnis baru. Perusahaan dan negara yang mampu
mengembangkan dan mengadopsi teknologi dengan cepat cenderung memiliki
posisi yang lebih kuat dalam persaingan global.

Tantangan utama dalam inovasi teknologi adalah mengatasi resistensi
terhadap perubahan. Resistensi ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti

ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ketidakpastian, atau keterbatasan sumber

daya untuk beradaptasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi, edukasi, dan



pemberdayaan menjadi sangat penting dalam memfasilitasi proses adopsi teknologi
yang berkelanjutan.

Teori Inovasi Teknologi semakin relevan dengan munculnya teknologi-
teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan internet of things.
Teori ini membantu kita memahami bagaimana teknologi-teknologi baru tersebut
tidak hanya mengubah cara kerja dan berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi

struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

1.6.2 Teori Sistem Informasi

i
E ) Jl!formasi sebagai
n?gg' h organisasi. Teori
nologi, ma 'e':
*ﬁ-
n, g i
Ay GJ hﬁ ﬂ 5 ﬁ u r d-"-i pan mendalam tentang

. L1 - ',_ s, |l Wk [
arsitektur teknologi, ""”' L‘i :-Ql@a%‘gu:’«eﬂﬁqﬁm-l@

sistem.

g 1o Gs saling berinteraksi
4 '

¢ aliran data dalam suatu

—

Dalam konteks akademis, Teori Sistem Informasi merupakan cabang ilmu
pengetahuan interdisipliner yang menggabungkan elemen-elemen dari ilmu
komputer, manajemen, psikologi, dan ilmu sosial. Teori ini tidak sekadar fokus
pada aspek teknologi, melainkan juga mempertimbangkan dimensi manusia,
organisasional, dan perilaku yang memengaruhi desain, implementasi, dan
penggunaan sistem informasi.

Aspek penting lainnya dalam Teori Sistem Informasi adalah analisis tentang
bagaimana sistem informasi dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Hal

ini meliputi pengkajian tentang bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan
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produktivitas, mendukung inovasi, mengoptimalkan proses bisnis, dan
menciptakan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin
kompleks dan dinamis.

Struktur teoritis Sistem Informasi mencakup berbagai model konseptual
yang menjelaskan hubungan antara komponen-komponen sistem, aliran informasi,
dan mekanisme transformasi data. Model-model ini membantu para praktisi dan
peneliti dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi sistem informasi yang
efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor teknis, manajemen, dan sosial yang

terlibat.

semakin

over. Teori ini kini

tidak hanya. . ahg 0nvens f é’la mengeksplorasi
fenomena sepes : {m, dan transformasi

1 ‘b ra_ iga )l Idan memanfaatkan

informasi. \ u N l s u '- A
y i ?L-"ﬂ?ﬂi%@- juan untuk memberikan
ahami, merancang, dan
mengimplementasikan sistem informasi yang efektif. Teori ini berperan penting
dalam menjelaskan kompleksitas interaksi antara teknologi, manusia, dan
organisasi, serta memberikan panduan strategis bagi pengembangan solusi

informasi yang inovatif dan berkelanjutan di era digital kontemporer.

1.6.3 Teori Manajemen Perubahan
Teori Manajemen Perubahan adalah suatu pendekatan sistematis dan
terstruktur ~ yang  dirancang  untuk = memahami, mengelola, dan

mengimplementasikan transformasi organisasional secara efektif. Teori ini
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merupakan cabang penting dalam ilmu manajemen yang fokus pada bagaimana
organisasi dapat bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan
dengan cara yang terencana dan terukur. Konsep dasar teori ini adalah bahwa
perubahan tidak hanya sekadar terjadi, melainkan harus direncanakan, dikelola, dan
dipimpin dengan strategi yang komprehensif.

Secara fundamental, Teori Manajemen Perubahan bertujuan untuk
mengurangi resistensi dan ketidakpastian yang muncul ketika sebuah organisasi

mengalami transformasi. Teori ini mengakui bahwa setiap perubahan membawa

2

i

dampak psikologis dan emosional bagi 'idu-individu di dalam organisasi. Oleh

karena itu, pendekatan teori ini-tida

-

a-terfokus pada aspek teknis perubahan,

i

.. W > w1 i .
tahapan Kkritis yang M“!J-'qu.‘,!{!h 0 é(-*!iﬁﬂmﬁiTL‘h pertama biasanya adalah

Y
mengidentifikasi ll akup analisis mendalam
terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya, organisasi
merancang strategi perubahan, mengomunikasikannya dengan jelas, melibatkan
seluruh pemangku kepentingan, dan mempersiapkan rencana implementasi yang
detail. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk
memastikan perubahan benar-benar memberikan dampak positif.

Beberapa model terkenal dalam Teori Manajemen Perubahan yang sering
dijadikan acuan adalah model Kurt Lewin, yang menggambarkan perubahan

melalui tiga tahap: pencairan (unfreezing), perubahan (changing), dan pembekuan

kembali (refreezing). Model lainnya seperti model John Kotter yang terkenal
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dengan delapan langkah perubahan, menekankan pentingnya kepemimpinan
transformasional dalam membawa perubahan organisasional. Kedua model ini
menekankan bahwa perubahan bukanlah sekadar proses mekanis, melainkan proses
kompleks yang melibatkan aspek psikologis dan budaya.

Teori Manajemen Perubahan juga sangat memperhatikan faktor-faktor yang
dapat menghambat keberhasilan transformasi. Resistensi dari para karyawan,
kurangnya komitmen manajemen puncak, budaya organisasi yang kaku, dan

ketidakjelasan visi perubahan adalah beberapa contoh tantangan umum. Oleh

aktif seluruh tingkatan org berian dukungan p51kologls serta
pelatihan yang memadai §¢ >S |1 1.
Teori -thr bahanhsemakin' kompieks dan multidimensional.
J(

/ epat n_tek untut organisasi
untuk ti C sifl/tetapt jug ‘ - 1perubahan

cepat dan t1 ak terd cperti 1 ni, pel S110) 00 Ii{ik, atau disrupsi
teknologi. |

Teori Mg ﬂ dekatan holistik yang
memandang pell' K8/ yang membutuhkan

kepemimpinan visionei pekaan terhadap aspek
manusia. Teori ini' aiinkan filosofi organisasi
yang menekankan bahwa perubahan adalah peluang untuk pertumbuhan, inovasi,
dan pengembangan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengimplementasikan
prinsip-prinsip teori ini, organisasi dapat mengubah tantangan menjadi keunggulan

kompetitif.

1.6.4 Teori E-Government
E-Government merupakan singkatan dari Electronic Government. E-
Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang

berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan
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administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian
sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi,
karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan
layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif
dan efisien. Menurut The Worid Bank Group , E-Government merupakan upaya
pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan

publik Iebih baik.
7 X

jasa-jasa layanat r syarakat ke sumber-

sumber informalliﬁlI l! M I 5 ﬁ q;’ ner ﬂi «- uhan masyarakat dan
juga persamaan ku el ?Iﬁﬁ ! .-m“w!,ﬁ j f

eluruh warga negara.

Berikut 'Illﬂ.!r AN-pPeIget beberapa ahli:

Menurut Indrajit, E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru
antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan,
dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan
tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.’

Menurut Fuadi dan Wardiyanto, E-Government adalah sebuah garis depan

dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan

7 Indrajit, R.E. 2002. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan
Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.

14



peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-
unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.®

Menurut Hardiansyah, E-Government adalah kumpulan konsep untuk
semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan
efektif.’

Menurut Adriwati, E-Government merupakan sistem informasi yang

menggunakan internet dan tekno g d 1g1ta1 lain untuk melakukan transaksi,

layanan publik, komunikasi, ko k. ~@anajemen organisasi pemermtah

_UNI S S U LA
,y I‘-f_'fh{u?!iu-hliﬁw:hﬁ definisi yang bervariasi

tergantung pada Su llu-Ir-uurclu-n

SementareliL ‘
adalah beberapa definisi
E-Government dari sudut pandang manajemen, sistem informasi, ilmu politik, dan
tata kelola pemerintahan:

Dari sudut pandang manajemen : E-Government didefinisikan sebagai
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan

8 Fuadi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi
Birokrasi dan E-governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.

° Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Y ogyakarta: Gava Media

19 Adriwati. 2001. Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan
Tantangan Administrasi Publik. Y ogyakarta: Graha Ilmu
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publik dan kebijakan. Dalam konteks ini, E-Government membantu dalam
mengurangi birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan
menyederhanakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sudut pandang sistem informasi : E-Government diartikan sebagai
pengintegrasian sistem informasi dan teknologi dalam operasional pemerintah dan
interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Definisi ini menekankan pada
infrastruktur TIK, aplikasi, dan layanan yang mendukung implementasi E-

Government, serta pentingnya interoperabilitas, keamanan data, dan standar dalam

memungkinkan partls1’ w;ﬂ ~dalam proses pengambilan

keputusan politﬂ; J t"f‘.:r'r ntdianggap sebagal instrumen

dalam cara peme;lI '! N H ﬁ ﬁ !,!' !- Aﬂi
E-Government L"'ﬂ"u‘!-g 5%?&‘«4&-&%?\

berorientasi pada h"aA

asyarakat serta peranan

klusif, responsif, dan

Meskipun definisi E-Government ini bervariasi, semua perspektif tersebut
memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien,
efektif, transparan, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Metode Pendekatan
Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum dan

regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi profesi notaris, dengan

16



mempertimbangkan berbagai aspek teoritis dan praktis yang terlibat dalam
transformasi digital layanan notaris.

Tahap pertama dari metode pendekatan adalah studi pustaka yang
sistematis. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum,
termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan
publikasi resmi yang terkait dengan cyber notary dan digitalisasi layanan notaris.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoritis yang
kuat dan memahami konteks hukum yang menyeluruh.

adalam penelitian ini dengan melakukan

Metods { s i {sis kualitatif yang
komprehensif. [k pul akar diinterpretasikan, dan
!-! " H -l ﬁ L' Em . tantangan, dan potensi

solusi dalam 1mp1 "ﬂfj"l""w}‘? léj’“‘{."’dn-rm@ﬂ,;‘h
L__A___

untuk menghasilkan=temuan-yang Al an' komprehensif tentang

".
dianalisis secara

emungkinkan peneliti

transformasi digital profesi notaris.

Aspek etika dan keamanan juga menjadi fokus penting dalam metode
pendekatan penelitian. Peneliti akan menganalisis secara mendalam tantangan
keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan implikasi etis dari penggunaan
teknologi digital dalam layanan notaris. Pendekatan ini mencakup evaluasi terhadap
protokol keamanan, enkripsi data, dan mekanisme verifikasi digital yang dapat
menjamin integritas dan kepercayaan dalam layanan cyber notary.

Tahap akhir dari metode pendekatan adalah sintesis dan perumusan

rekomendasi. Berdasarkan temuan dari berbagai metode yang digunakan, peneliti
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akan merumuskan rekomendasi komprehensif untuk pengembangan dan
implementasi digitaslisasi profesi notaris di Indonesia. Rekomendasi ini akan
mencakup aspek hukum, teknologi, etika, dan praktis, dengan tujuan memberikan
solusi yang holistik terhadap tantangan digitalisasi pada profesi notaris di era

globalisasi ekonomi dan bisnis.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa

a1’ . pelayanan publik, termasuk layanan

g @(“»
) ’* d ifikasi komprehensif
N

ﬂgﬂ «\\j pimplementasi
i
5. Peneclitian akan

1 érasikan proses

IS1. -1..E I@d&*ﬂﬂlﬂﬁ!ﬂﬂ%@: fikasi karakteristik dan

model implementast—ey; asi implikasi hukum dan
teknologi dari transformasi digital tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan
kontribusi akademis dan praktis dalam mengembangkan kerangka konseptual cyber
notary yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis.

Kerangka Teoritis penelitian akan menggunakan beberapa teori utama,
meliputi teori inovasi teknologi, teori sistem informasi, teori manajemen perubahan
dan teori E-Government. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis

konsep cyber notary dalam konteks perkembangan sistem hukum dan teknologi

informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis. Penelitian akan memposisikan cyber
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notary sebagai suatu paradigma baru dalam pelayanan jasa hukum yang merespons
dinamika perubahan sosial dan teknologi.

Batasan Konseptual penelitian difokuskan pada eksplorasi cyber notary
dalam lingkup sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan regulasi
eksisting, infrastruktur teknologi, serta tantangan implementasi. Penelitian akan
membatasi pembahasan pada aspek teknis, yuridis, dan sosiologis dari transformasi
digital profesi notaris, tanpa bermaksud menggantikan sepenuhnya praktik notaris
konvensional, melainkan menghadirkan alternatif dan pelengkap yang lebih efisien

dan adaptif.

Manfaat Penelitian diha
praktis. Secara akademis; j aperkaya kajian hukum teknologi

S+ P ;f“ A W\ 4
/J I ‘%‘FAM ﬂ?&"“ iahami digitalisasi profesi

dan memberikan
.-'

dapat di *:-' transformasi digital

INISSLIEL A / cumenas sadens,

\:ﬂ‘u"‘! y Ifﬁ%‘i_ w---fn-iﬂﬂll? / f dalam menjembatani

kesenjangan antara 0g utuhan layanan hukum

yang aman, efisien, dan berkualitas pada dunia ekonomi dan bisnis.

1.7.3 Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang komprehensif dan valid akan
memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis transformasi digital dalam
layanan notaris.
Sumber data primer akan menjadi tulang punggung penelitian ini, yang
dapat diperoleh berupa dokumen resmi dan regulasi yang menjadi sumber data

primer yang sangat penting. Peneliti perlu mengumpulkan peraturan perundang-
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undangan terkait notaris, dokumen resmi dari Kementerian Hukum, serta regulasi
digital yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Dokumen-dokumen ini akan
memberikan kerangka hukum dan konteks formal yang diperlukan untuk
memahami posisi cyber notary dalam sistem hukum nasional. Analisis komparatif
terhadap regulasi di negara-negara lain yang telah lebih maju dalam digitalisasi
layanan notaris juga dapat memperkaya perspektif penelitian.

Sumber data sekunder akan diperoleh melalui data statistik dari lembaga
resmi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kementerian Komunikasi dan

Informatika, serta Badan Pusat Stat' fik-akan memberikan konteks yang lebih luas

cknologi
A [ ‘:-' /
!.-' M E 5 $ Fm’ !u iﬁ an memberikan konteks

io} ‘;ﬁ? : i?-@%; Ll*'wi- ] -:l,"t ari Kementerian Hukum,
%L___ﬁ_._.__f -

Ikatan Notaris Incf' onesta;-serta-lembap art ‘akan membantu peneliti
memahami evolusi layanan notaris dari waktu ke waktu. Penelusuran arsip ini akan
memberikan insight tentang tantangan historis yang dihadapi profesi notaris dan
bagaimana cyber notary dapat menjadi solusi inovatif.

Sumber data media dan publikasi online akan memberikan gambaran
tentang persepsi publik dan perkembangan wacana seputar digitalisasi layanan
notaris. Media massa, portal berita hukum, forum diskusi online, serta media sosial
akan menjadi sumber informasi tambahan yang dapat memberikan perspektif
dinamis tentang penerimaan dan tantangan implementasi cyber notary. Analisis

konten media ini akan melengkapi sumber data lainnya dalam memberikan
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gambaran komprehensif tentang posisi cyber notary dalam ekosistem digital

Indonesia.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini membutuhkan pendekatan metodologis yang sistematis dan
multidimensional untuk mengungkap kompleksitas fenomena digitalisasi pada
profesi hukum yang tradisional.
Metode yang akan digunakan adalah studi pustaka (/ibrary research), yang
melibatkan pengumpulan data darl berbagai sumber akademik dan dokumen resmi.
' \ ~hukum, artikel ilmiah, peraturan

Sumber-sumber tersebut ment \

dig 1tal, serta publikasi resmi dari

’ﬁLnM;& hitikan landasan teoritis d
q, S92, "N

Metode analisis data ini mencakup pendekatan kualitatif dan pendekatan
interdisipliner secara socio-legal research, pendekatan kualitatif dengan melakukan
studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan
problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis dalam implementasi
cyber notary. Sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk menjelaskan
fenomena hukum dalam konteks sosial dimana hukum itu berada sehingga dapat
membantu peneliti memahami dimensi praktis dan sosial dari digitalisasi layanan

notaris.
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Metode socio-legal atau non-doktrinal sebuah riset menggunakan metode
yang diambil dari disiplin ilmu lain guna menghasilkan data empiris guna
menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut bisa berupa permasalahan, kebijakan,
atau reformasi terhadap undang-undang yang ada. Sebuah hukum temuan non-
doktrinal dapat bersifat kualitatif dan sebuah temuan non-doktrinal dogmatis dapat
menjadi bagian dari skala proyek besar. Pendekatan non-doktrinal memungkinkan
peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis hukum dari sudut pandang
disiplin ilmu lainnya.

Setelah semua data dikumpulka:

dianalisis, langkah selanjutnya adalah

menyusun laporan penelitian

Za

latar belakang masalahf’ Bt bakan, hasil analisis data, serta
g@al%'m” ’30. ian. Penyajian hasil harus

D % ’ ( \-rm ibusi nyata bagi

ﬂ\\ y g

E_Laporan tersebut harus mencakup

) Jkam etis dari

yagai solusi tidak

berlaku. Oleh {aren iC crfolka pada aspek teknis
tetapi juga memy ﬁﬁ' ] fpenerapan teknologi

|1
1.8 Sistematika Penmtisa

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Digitalisasi,
Tinjauan Umum Profesi Notaris, Tinjauan Umum Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis,
Tinjauan Umum Cyber Notary.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Konsep

digitalisasi dalam praktik notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis, (2)
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Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh profesi notaris dalam proses
digitalisasi, (3) Penerapan digitalisasi profesi notaris dalam hukum positif masa
depan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

UNISSULA
H—"L‘&y!é_ﬁbl s l?.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan
menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan
sistem terkomputerisasi. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu

technologia, menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau

penanganan sesuatu secara dangkan techne sebagai dasar kata
teknologi berarti skill atau 1lan dan ilmu. Menurut Roger,
teknologi adalah suati : neanfatan | ik alat bantu tindakan yang
mengurangi keti L\r alam mencapai suatu

hasil yang.dis Je S T &fints sebagai keseluruhan

metode ' ra™+asior gard ¢t "' dalam setiap
i .'

kegiatan m ,."II

lllipenerapan ilmu-
ilmu perilaku ‘dan mensistemkan
untuk memeqé-r ahwa perkembangan
teknologi digita n kecerdasan manusia
yang tercermin | I';njutnya memberikan

Menurut Sukmana, dlgltallsaisiﬁ“a dia dari bentuk tercetak,
audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat
arsip dokumen bentuk digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer,
scanner, operator media sumber dan software pendukung. Menurut Lasa,
digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak/printed document menjadi
dokumen elektronik. Menurut Brennen & Kreiss, digitalisasi yaitu meningkatnya
ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan,

mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, dan memiliki potensi untuk

menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer.
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Digitalisasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas
operasional. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah dokumen
kertas, arsip, dan proses manual menjadi sistem digital yang terkomputerisasi.
Hasilnya adalah peningkatan kecepatan akses informasi, pengurangan biaya
operasional, serta kemampuan untuk menganalisis data secara lebih mendalam dan
akurat menggunakan teknologi canggih.

Teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai
dari komunikasi, pendidikan, hingga layanan publik. Melalui digitalisasi, informasi
dapat dengan mudah dibagikan lintas.batas geografis, memungkinkan kolaborasi

informasi yang terb . ..'akses oleh siapa pun dengan

global yang sebelumnya tidak m

konektivitas int ’

-
i

Dari perspektif J Sasiie 1Y iai- dalam mengakses
5
p

f
pentingnya digitalisasi

inise
'quyl ﬁ;;p? %.’ Hu 'f fpublik. Konsep E-
overnmen mer} il I L i
e e o "ifi

<l L

birokrasi yang seringkalrdanggap! .i""..

ik menjawab tantangan
ponsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah berupaya
untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga negara, sehingga mereka
dapat mengakses informasi dan layanan tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Salah satu tujuan utama dari penerapan E-Government adalah untuk menciptakan
sistem pelayanan publik yang lebih efisien. Melalui platform digital, berbagai

dokumen administratif seperti pendaftaran, pengajuan izin, dan pembayaran pajak

' Lubis, I, Murwadji, T., Sukarja, D., & Rosmalinda, R. (2022). “Penetration of
International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia”. Al-
Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(1)
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dapat dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses-proses tersebut, tetapi juga mengurangi
kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang sering terjadi dalam proses
manual. Dengan demikian, E-Government berkontribusi pada peningkatan
produktivitas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Transparansi adalah aspek lain yang sangat penting dalam konsep E-
Government. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka melalui portal-

portal online, warga negara dapat dengan mudah mendapatkan data mengenai

kebijakan pemerintah, penggunaan apggaran, serta hasil-hasil kinerja instansi

layanan ‘ , anal & lagi datang pemerintahan
untuk me kan semua itu

l'., komputer atau

infrastruktur tekﬁ' L’ﬁ!uﬂg Ifﬁa’!,}l-ﬁinq-ﬂtﬂ,f di seluruh wilayah. Di
'- l—————h_

beberapa daerah IASTITTCTAAP At KCTIUd ang memadai, Sehingga

tidak semua warga negara dapat menikmati layanan digital ini secara optimal.
Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan E-
Government. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi warga negara
terlindungi dengan baik agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan sistem keamanan siber
yang kuat untuk melindungi informasi sensitif tersebut.

Penerapan E-Government juga memerlukan perubahan budaya organisasi di
lingkungan pemerintahan. Pegawai negeri sipil perlu dilatih agar mampu

menggunakan teknologi baru dan memahami pentingnya pelayanan publik berbasis
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digital. Transformasi ini bukan hanya sekadar mengganti sistem lama dengan
sistem baru tetapi juga melibatkan perubahan cara berpikir dan pendekatan dalam
memberikan layanan kepada masyarakat.

Digitalisasi tidak hanya sekadar mengubah format data, melainkan juga mengubah
cara berpikir dan bekerja. Transformasi digital memerlukan adaptasi budaya
organisasi, pengembangan keterampilan digital, dan pola pikir yang terbuka
terhadap perubahan teknologi. Hal ini menuntut individu dan organisasi untuk
senantiasa belajar dan mengembangkan kompetensi digital guna tetap relevan di

era informasi.

-

mendorong inoxlzl'g% 'B M H q ? !1! | 4o t»ﬂﬂ kita hidup, bekerja, dan
berinteraksi. | MI@L’ML@

2.2 Profesi Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi hukum terhormat yang memiliki peran
strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Secara definitif, notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Profesi ini
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membutuhkan keahlian khusus di bidang hukum dan memiliki tanggung jawab
yang sangat besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.!?

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memberikan landasan
hukum yang jelas tentang kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab seorang
notaris dalam menjalankan profesinya. Notaris merupakan pejabat publik yang

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dengan tugas memberikan pelayanan

hukum kepada masyarakat dalam '-.x atan akta-akta autentik.

Tugas utama seorang nota , autentik yang memiliki kekuatan
hukum sempurna. D te tik merupakan dokumen resmi
yang disusun : cjal ys"‘nm 19 Faris.

jawab untuk-ine 1 (ercantum dalam akta
tersebut A \ entik ini tidak
hanya bef buktian yang
kuat di ha sangat penting
dalam menja

Akta autentik- dakannya dari jenis
dokumen lainﬁ élah bahwa ia dibuat

\ '! M ' ﬁ ﬁ !J ’ul b3 ,-" dan harus memenuhi

berdasarkan pe}'
syarat-syarat terte % &( 1 ;‘!-Eje--ﬁﬂﬂ!.i?r harus mengikuti prosedur

tertentu dalam pem -.-r.n.-. kta, termas ikasi identitas para pihak
yang terlibat serta memastikan bahwa mereka memahami isi dari akta tersebut
sebelum menandatanganinya. Hal ini menjadikan akta autentik sebagai dokumen
yang memiliki kekuatan pembuktian lebih dibandingkan dengan dokumen biasa.

Kekuatan hukum dari akta autentik terletak pada fakta bahwa ia dihasilkan oleh
pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Dalam hal ini,

notaris berperan sebagai saksi independen yang memberikan jaminan atas keaslian

12 Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada FEra Digital. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan
Pendidikan), 7(1), 309-318
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dan kebenaran informasi dalam akta tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa
atau perselisihan di kemudian hari, akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti
yang sah di pengadilan. Ini menjadikan akta autentik sangat penting dalam berbagai
urusan hukum, baik itu di bidang perdata maupun pidana.

Dalam praktiknya, notaris sering kali terlibat dalam pembuatan berbagai jenis akta
autentik, seperti akta jual beli, akta hibah, dan akta pendirian badan hukum. Setiap
jenis akta memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memiliki pengetahuan mendalam

mengenai hukum untuk dapat menyus jenis akta dengan benar dan sesuai

dengan kebutuhan kliennya. D , profesionalisme dan kompetensi
notaris sangat dlperl . akta berjalan lancar. Selain itu
keberadaan notari k Q\bagl para pihak yang
terlibat dalan it ivia.akta autentik, para

mereka juga bell ] !u! M ‘ lﬁl; $ !,H !u. ﬂ / at hukum kepada klien
terkait dengan isi ¢ M#u‘ﬁp lé?a-’L*lxl'?lmm‘lr rsc j /
D —

menjelaskan secara~jelas—kepada- ang—hak 'dan kewajiban mereka

Notaris harus mampu

berdasarkan isi dari akta yang dibuat. Ini merupakan bagian penting dari tugas
notaris untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari
tindakan hukum mereka.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan notaris diatur oleh Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menetapkan
berbagai ketentuan mengenai tugas dan wewenang notaris serta tanggung jawab
mereka dalam menjalankan profesinya. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum serta melindungi

kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan dokumen resmi.
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Secara keseluruhan, tugas utama seorang notaris dalam membuat akta autentik
adalah aspek fundamental dalam sistem hukum modern. Kekuatan pembuktian dari
dokumen-dokumen ini memberikan jaminan bagi individu maupun entitas bisnis
dalam menjalankan aktivitas hukumnya sehari-hari. Dengan demikian, profesi
notaris memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum serta
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem legal.

Untuk dapat menjadi seorang notaris, seseorang harus memenuhi berbagai
persyaratan yang ketat. Pada umumnya, calon notaris harus memiliki latar belakang

pendidikan hukum, telah meng1 dldlkan khusus kenotariatan, lulus ujian

yang dlselenggarakan oleh pe NEr . - em111k1 integritas moral yang tinggi.

ﬁ innya. M ertug grikan pelayanan

A\ buats : memberikan
g.'.]b‘) ang berkaitan dengan

“oo "
roff """ sangat dijunjung tinggi

dalam menjalanlk

b
i

UNISSULA
e ulﬂpylf?ﬂ'{; x‘*l--y-f}ﬂl»f j kerjaan notaris. Seorang

notaris wajib menjaga-kerahastaan-in ast-yang-aiperolehnya selama proses

Etika profesi meri'q o

pembuatan akta, bersikap independen, tidak memihak, serta menjunjung tinggi
integritas moral dan profesionalisme. Kode etik notaris mengatur secara ketat
tentang sikap dan perilaku notaris dalam menjalankan profesinya, termasuk
larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan klien atau mencederai
martabat profesinya.

Tantangan yang dihadapi oleh profesi notaris saat ini semakin kompleks seiring
dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Notaris dituntut untuk dapat
beradaptasi dengan perkembangan digital, menggunakan teknologi informasi

dalam proses pembuatan akta, serta memahami berbagai perubahan regulasi yang
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terjadi. Kemampuan untuk mengikuti perkembangan hukum dan teknologi menjadi
hal yang sangat penting bagi seorang notaris modern.

Profesi notaris merupakan profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab sosial
yang besar. Mereka tidak sekadar pembuat dokumen, melainkan juga penjaga
kepastian hukum dan pelindung kepentingan masyarakat. Integritas,
profesionalisme, dan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi keadilan adalah
hal-hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap notaris dalam menjalankan

profesinya.

'\"H._

2.3 Globalisasi Ekonomi dan-B

-
P

struktur pasar dan "‘f %%%"‘AM s.t'}:'l teoritisasi sistem
: 3 (} an, deregulasi dan

$ ‘gﬁ ! e

4

1ot

)/ ruang dan waktu
cchidupan manusia
éda. Dia menyatakan

bahwa globalisallt';lI : geografis kehilangan

relevansinya dalei Mw!«y Iﬁ:ﬁ.’"ﬁ:ﬂﬂLa‘Hﬂﬂ@- :
el NS/

|1 ———

mencerminkan dl aaranT™ KeSadara

yang pada akhirnya

si ini sejalan dengan

pandangan Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi adalah hubungan saling
ketergantungan antara negara-negara dan individu-individu melalui perdagangan,
perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang meluas, sehingga
batas-batas negara menjadi semakin kabur. Beberapa ahli lain juga telah
menggambarkan globalisasi sebagai sebuah proses di mana individu, kelompok,
masyarakat, dan negara saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling
memengaruhi satu sama lain, bahkan melewati batas negara.

Tomlinson mengartikan globalisasi sebagai pemendekan jarak dan pengurangan

waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan
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udara) maupun secara virtual (seperti pengiriman informasi dan gambar melalui
media elektronik) untuk menghubungkan mereka. Sementara Lyman, mengatakan
bahwa globalisasi sering diinterpretasikan sebagai pertumbuhan cepat
ketergantungan dan koneksi dalam perdagangan dan keuangan dunia, ia
menekankan bahwa globalisasi tidak hanya terbatas pada fenomena perdagangan
dan aliran keuangan, tetapi juga melibatkan globalisasi komunikasi, yang didorong
oleh kemajuan teknologi.

Globalisasi ekonomi bisnis juga mengakibatkan globalisasi hukum ekonomi bisnis.

Proses ini tidak hanya terjadi m _perjanjian antar-negara, tetapi juga melalui

huk budaya, baik Barat maupun Timur.

.-’- 2
2.4 Cyber \z
()

Cyber
mengintegrasika

dasarnya, Cybe;'*. !‘ﬂ N ! 5 ﬁ !u! o jﬂi (r em dokumentasi dan

R

M‘!L'Li!.y lﬁ_ of ;:?-I-EL\E:t:ﬂhli}- transparan. Konsep ini
m—

legalisasi elektros ‘L
menggunakan tekn digital, enkripsi, dan
blockchain untuk memastikan keabsahan dan keaslian dokumen yang dibuat secara
daring.

Secara fundamental, Cyber notary dirancang untuk mengatasi keterbatasan
proses notarisasi konvensional. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk
melakukan proses legalisasi dokumen tanpa harus bertatap muka secara langsung,
sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar. Dengan
memanfaatkan teknologi digital, cyber notary dapat menjembatani kesenjangan

geografis dan waktu yang selama ini menjadi hambatan dalam proses notarisasi

tradisional.
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Keamanan menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi cyber notary.
Melalui penggunaan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik yang canggih,
sistem ini mampu memberikan jaminan kerahasiaan dan integritas dokumen. Setiap
dokumen yang diproses melalui cyber notary akan memiliki jejak digital yang unik
dan dapat dilacak, sehingga mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi
dokumen.

Aspek hukum memegang peranan penting dalam pengembangan cyber
notary. Sistem ini harus memenuhi berbagai regulasi dan standar hukum yang

maupun internasional. Oleh karena itu,

berkepentin " can tingk ch ih tinggi dalam
pentingan. Hal.i tingke ge

sistem do

ansaksi yang tidak dapat

blockchain, misafh ‘H:LL*"J;_?' 'f;ﬂﬂ",‘l‘

sl lalimalo ’i
)

diubah dan 'hll—;uurcu-uun nmen-yang-diproses-akan tercatat dalam rantai
blok yang terdesentralisasi, sehingga memberikan tingkat keamanan dan kepastian
yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional.

Implementasi cyber notary tidak hanya memberikan manfaat bagi notaris dan
klien, tetapi juga berkontribusi pada transformasi digital dalam sistem hukum dan
administrasi. Melalui solusi ini, proses dokumentasi dan legalisasi dapat dilakukan
dengan lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan jangkauan yang lebih luas. Hal ini
pada gilirannya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan hukum dan mempercepat
proses berusaha. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan cyber notary

masih cukup kompleks. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai
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pemangku kepentingan, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta pendidikan
dan sosialisasi berkelanjutan. Ke depannya, cyber notary diharapkan dapat menjadi
solusi komprehensif yang mengintegrasikan teknologi digital dengan praktik
kenotariatan, menciptakan sistem dokumentasi yang lebih modern, efisien, dan
terpercaya, sehingga dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis, terutama

dalam kemudahan berusaha.

p
@\s | %@’

3 2
o
Sy O V=
E &
=

2 Gdd S

aﬁ*“*i

UNISSULA
wellall Rl lolumala

34



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Digitalisasi Dalam Praktik Notaris Di Era Globalisasi Ekonomi
Dan Bisnis
3.1.1 Teknologi Cyber Dalam Kenotariatan
Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-1II di zaman

Romawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius. Di masa

digunakan oleh untuk
Notaris adal Al # an o P10 € ) ‘ ang tertua di dunia.
Jabatan M kc ISy 2 3l bukan jabatan yang

pada zama n Notaris berasal
dari kata Not ¢ _6tarius merupakan
istilah yang 1asyaialkaiR '};amai mereka yang

S. namu “ ngs a {nan tersebut berbeda
dengan fungsi N'iig 2 .u“ ll {s ? !" !:' A nempunyai arti berbeda
I\ A2t IGR olymala |

dengan semula se Masehi yang disebut

melakukan peket \

dengan nama itu ialah mercka yang'rﬁ%‘rr an dengan tulisan cepat.
Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara,
walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari
negara. Tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan publik (public service) di
bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang
melekat dengan predikat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup bidang jasa
Notaris. Jabatan sebagai Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara

individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif

dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi. Notaris dalam melaksanakan
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jabatan harus berpegang teguh pada fungsinya sebagai seorang penengah yang tidak
boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai
kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang
bermartabat dan berdaulat yang bernuasa kepastian hukum. Seiring perkembangan
kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan-
hubungan kontraktual antara sesama warga Negara ataupun lembaga-lembaga

sosial dan lembaga pemermtah

a rasa sekali pentlngnya jasa pelayanan
Notaris. Terutama dalam *

memberikan kepastian -hud -yang terlibat dalam kontrak

tersebut. Deng '/-r ,51"%"“” ;s ehtstaat), Indonesia sangat

berkepenting n ﬁ % ( \\;,., an profesi dalam
e
"_f n :’:. [ - d jaminan demi

E
=
)

manusia. Betb # aha h -n"- perkembangan

telekomunikasli'.. an b J{{nat manusia dapat

berlangsung seé‘ !J M " 55 ' ' !-n y -r ngkan aspek ruang dan

waktu. Di sisi 151 #'J’L‘&y I?&L L{”l-viﬁ.‘ﬂu-l-;-- '!;lg bertugas melayani
'|I' ﬁ :

rikapi perkembangan yang

masyarakat diharapkan-tidak-ketmggals
terjadi ini.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi
kehidupan masyarakat sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843

(selanjutnya disebut UU ITE). Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin

13 Sri Utami, Hari Purwadi, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." PhD diss.,
Sebelas Maret University, 2015.
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kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan
publik.

Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi pada kegiatan
notaris membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu,
notaris yang modern akan melakukan perubahan dan menggunakan bantuan
teknologi sedangkan bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi tersebut akan
memilih untuk bertahan pada tata cara yang selama ini telah dijalankannya.

Cyber notary itu sendiri merupakan suatu konsep yang memanfaatkan

kemajuan teknologi bagi para

nota is-untuk membuat akta autentik dalam dunia

maya serta menjalankan tuge -~ a '{4_. Misalnya: penandatanganan akta

[ Namun, sejak

Informasi dan

] @:tau mempercepat
pelaksanaan tug {otari q Jta autentik mengenai
semua perbuata}'l 2 'u-! M q ﬁ % !L' F. fah o //r skan undang-undang
atau apa yang dik1 < “ﬁ#”vyl ’«a'L*I- S Herkep .ﬁ'-_uﬁ\' ntuk dinyatakan dalam

akta autentik!>.

e

—

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi
elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi
sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut,

telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

14 Luthvi Febryka Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2,
no. 1 (2016): 75-101.

15 Friko Rumadanu, Esther Masri, and Otih Handayani. "Penggunaan Cyber Notary Pada
Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan
Notaris." KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 1 (2022): 89-100.
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tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan
Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-
undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan."

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan

dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang

menyatakan bahwa:
"Yang dimaksud .de . .yang diatur dalam peraturan
perundang-u_ de f.;r (¢ angan-mensertifikasi transaksi yang

d11akuka "ol vhe i . \'b akta ikrar wakaf dan
hlllq’t’ orbs

memenuhi standar

tertentu, berdasll'al ” N ’ 1;' g U L ﬁ ur yang disepakati'®.
Berkenaan deng ¢ ksane Eii &’4&' TV Pac h. I ya ketentuan mengenai

apat masuk ke dalam salah

satu pasal pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014.

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat
dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian
yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan

Notaris'”. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang

16 Kadek Setiadewi, and 1. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber
Notary Sebagai Akta Otentik."” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 126-134.

17 Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik
Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." Repertorium: Jurnal Ilmiah
Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 36-47.
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pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal
tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi
ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m
Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Berkaitan dengan perjanjian yang merupakan isi dari akta notaris, notaris
harus mengetahui perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut undang-undang,
salah satunya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Persaingan Usaha. Di mana dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur

tentang Monopoli yang ber bahwa penguasaan atas produksi dan/atau

1999). Jadi, i ‘«"‘r ﬁ pleh mengandung suatu hal yang dinamakan

sendiri tidak bo} !4! M ! ﬁ ﬁ !1! !u- &L lilarang, perjanjian yang

b
i

dilarang dan juga' h "ﬁ!u""y thi'] -&.‘Lﬁkqm‘ﬁ#l@r ]
e fi

Perdata. Bukan hanya
i

ketiga hal tersebut di atas, substans puti bentuk dari sertifikasi
transaksi itu sendiri. Di mana bentuk tersebut juga harus sesuai dengan yang diatur
dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Apabila bentuk tersebut
tidak sesuai, maka sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary menjadi
tidak sah untuk dikategorikan sebagai akta autentik.

Selain itu, sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary belum
memenuhi tujuan hukum yang antara lain dalam lingkup kepastian hukum, manfaat

dan keadilan'®. Kepastian hukum dalam hal ini belum terpenuhi karena belum

18 Siti Maryam Hanum. "Penggunaan Teknologi dengan Sarana Video Konferensi dalam
Pembuatan Akta Notaris." (2019).
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adanya pengaturan secara jelas mengenai kewenangan lainnya yang diberikan
kepada notaris. Hal ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum terhadap
undang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan undang-undang jabatan
notaris.

Mengenai manfaat hukum terkait sertifikasi yang dilakukan dengan
menggunakan cyber notary dirasakan sudah memberikan manfaat dalam
pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pembuatan akta
notaris dengan menggunakan cyber notary dapat memberikan kemudahan bagi para

pihak yang berkepentingan dan juga bag ris sendiri. Bagi para pihak yang tidak

2
l_.-'

bisa hadir untuk menghadapn6i eha berada di luar kota atau karena

R\

__.-'

perbuatan . a ds o as Chi4 dlapat menemukan

transaksi yang

% a darr-se
i
keadilan, baik B- !’ M l ﬁ ﬁ !l! Hm n‘E"u f{r bagi notaris. Hal ini

i o [
dikarenakan belu' I&ﬁﬂ:’%Lﬂ“‘h'L} 1l dari sertifikasi transaksi
—ﬂ‘ﬁ.‘;

tersebut merupaka akta-otentrikaran’p

Manfaat yang diberikan oleh akta autentik dapat disimpulkan dari ketentuan
Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan
kekuatan bukti lengkap dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya dan penerima
haknya mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut. Selanjutnya dalam
kaitannya dengan akta notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang
berkepentingan adalah: a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan

hukum, b. Sebagai alat pembuktian, dan c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya'®.

19 Kartini Siahaan. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." Recital Review 1, no. 2 (2019): 72-88.
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Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian
dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik, maupun dengan tulisan-
tulisan di bawah tangan. Jadi, akta sebagai bukti (bentuk) terdiri dari akta autentik
dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang
ditandatangani, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah
tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum
(Pasal 1874 KUH Perdata). Jadi, akta di bawah tangan merupakan akta yang
sengaja dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang

mempunyai kewenangan membuat akta:yang oleh para pihak dipergunakan sebagai

alat bukti telah terjadinya suat kum Dengan demikian kekuatan
pembuktian akta tersebu - ] hak yang membuatnya saja. Hal ini
sesuai dengan kg Qriyatakan bahwa semua
perjanjlan ya a l ( ] \‘ dang bagi para pihak
yang mer ’ﬁ} # asi (transaksi sgunakan cyber
notary tetd) Clay & an bentuk akta
yang telah "dal hh ) -undang ya e amn in' jabatan notaris.
)

—

gan yan
q»’ M H % Sal) U ’g. n / -P “Akta Notaris yang
selanjutnya disebul *""'JLE%, |§PL1~’,§ !-"iﬁﬂ tiat oleh atau dihadapan
—4

itetapkan da .'ém Undang-Undang ini”

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P “Notaris harus membacakan akta

Notaris menurut bentuk-dan-tatacara

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau
4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 16 ini
mengacu kepada bagian-bagian keautentikan sebuah akta yang diterangkan oleh
Pasal 1868 KUHPerdata “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam
bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Karena dijelaskan berikutnya

bahwa “kekuatan pada akta Notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada
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kekhasan karakter pembuatnya dimana dalam hal seorang Notaris yang ditunjuk
langsung oleh Undang-Undang sebagai pejabat umum yang diberikan sebuah
wewenang untuk membuat sebuah akta”.?

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa
mengenai kedua ketentuan tersebut, yaitu pada Pasal 15 ayat (3) dan kepada Pasal
16 ayat (1) dengan mengacu kepada Pasal 1868 KUHPerdata, maka dengan jelas

menimbulkan adanya kekaburan pada norma. Dimana pada penjelasan Pasal 15

ayat (3) memberikan Notaris wewenang dalam hal melaksanakan sertifikasi

transaksi secara elektronik atau dengan cyber notary, namun tidak dijelaskan

-.

b inng dan turut tunduk

A 2
dalam peraturar}-.1 ' 'c;" H q ; s !LF Hm Jﬂ“ ( t'erpretas1 adalah yaitu
I' \ :-:-Elbg,UI fg’r’é‘;’!l‘e’w ?l,@- atta maupun dari para ahli.

Konsep mengenai ¢ an bahwa pertemuan fisik

tidaklah mutlak, namun tetap sesuai akan peraturan payung hukumnya. Dapat
ditegaskan bahwa sebaiknya pada perubahan UUJN-P nantinya dapat dicantumkan
lebih jelas bahwa selain dengan cara konvensional, pengesahan terhadap akta
autentik yang dibuat oleh Notaris, dapat juga dilakukan dengan cara elektronik
melalui cyber notary. Edmon Makarim menyebutkan “kata dihadapan dalam Pasal
1868 KUHPerdata apabila dikaitkan dengan konsep cyber notary membahas

pengidentikan pembuatan akta akan selalu dilakukan dengan media

20 Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan
akta. Mandar Maju. h. 5.
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teleconference”, selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya cyber notary
memiliki kesamaan inti untuk Notaris dalam melakukan pekerjaannya secara
konvensional bahwa para penghadap dapat hadir ke kantor Notaris dan selanjutnya
membacakan akta pada masing-masing penghadap hanya saja metode yang
digunakan adalah metode elektronik. Dan setelah adanya kesepakatan antara para

penghadap, maka para penghadap menandatanganinya secara elektronik.

3.1.2 Pengaruh Cyber Notary Terhadap Kemudahan Berusaha Di Indonesia

adalah sebuah konsep modern dalam

Notaris digital atau cyber nota

pelayanan notaris yang mem logi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan pen b ; ecara elektronik. Konsep ini
lahir sebagai re oital yang semakin pesat
dan kebutu dan dapat diakses
dari ma

fungsi Notaris
dalam pemb yaitu mengenai
penandatang lak bisa dilepaskan
di era 5.0 atai, b itu apakah di era
seperti ini tid terhadap Notaris

konvensional, 311 ' ! H ! ﬁ 5 !.1! !. ;ﬂl f/ pada kantor Notaris

untuk menandatalh p mﬂuﬂulﬁj’ﬁi,‘!fm#.ﬂr!ﬂ. 1 ‘cyber notary ini dirasa
L- J

|
sangat penting dikarenakan—perk anga or'yang semakin maju dan

canggih dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam lima tahun belakangan ini peringkat kemudahan berusaha easy of
doing business di Indonesia belum banyak pergerakan. Permasalahan-
permasalahan yang menghambat yaitu dalam hal memulai berbisnis (starting
business), perizinan (dealing with construction permit), mendaftarkan aset
(registering property), serta membuat kontrak (enforcing contracts). Hal-hal
tersebut diukur dalam melihat apakah suatu negara menciptakan lingkungan bisnis
yang sehat, kompetitif dan sederhana. Masalah utama yang harus dibenahi adalah

prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Dari indikator tersebut yang
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pertama sekali yaitu yang berkaitan langsung dengan fungsi Notaris sebagai
indikator dalam memulai bisnis (starting business). Notaris harus mampu merespon
perkembangan dalam hal kemajuan teknologi seperti sekarang ini, serta beradaptasi
dengan tuntutan zaman yang menghendaki efisiensi waktu dalam proses pembuatan
akta. Salah satu cara agar pembuatan suatu akta dapat lebih cepat adalah dengan
menerapkan konsep cyber notary dalam UUJN.

Suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang mana pada era teknologi
semakin canggih seperti sekarang ini memiliki kemungkinan terhadap perubahan

bentuk transaksi dengan menggunakan sistem elektronik yang dimana seiring

1 United Nations Commission On

1 Model Law on
a kalangan, baik
mengakomodir
2 , penandatanganan

/u han yang di dalam

21 0k 5
penjelasannya II H'! M E %ﬁ l’ !;- M[ her notary.

Pertumbuha \_'**"'J"l*!“.'f? ﬁ’dl-r 1;’?!.-.-'-1‘.'.‘1: 3 f mendorong kepastian
hukum dan kepastiz ahapadaera'e ekarang ini. Oleh karena
itu, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kecepatan dan ketetapan
pelayanan administrasi menjadi sesuatu yang sangat penting guna tercapainya
persyaratan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, dalam
perkembangan hukum administrasi kontemporer telah mengadopsi prinsip fiktif
positif yaitu sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (administrative
inaction) apabila otoritas administrasi pemerintahan sebagaimana seharusnya yakni

diam ataupun mengabaikan, atau tidak melayani secara optimal (unprofessional),

2! Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary
Atau Electronic Notary, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, h. 9.
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memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (delaying services), tidak
responsif (unresponsive), dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang
sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi, maka sikap administrasi-
administrasi seperti ini secara fiksi hukum dipandang sebagai persetujuan atas
permohonan yang diajukan kepadanya, artinya “penerapan prinsip fiktif positif
akan memberikan kerangka waktu yang jelas dan kepastian proses pengurusan
berbagai prosedur dalam rangka memenuhi aspek perizinan di bidang hukum.”??

Penggunaan teknologi, bila dihubungkan dengan kewenangan notaris maka

tujuannya adalah merubah cara bekerja:seorang notaris. Cara bekerja yang semakin

(cyber no 'Injau dari: “(1)
Aspek huk Im modern yang
ada maka k Semakln banyak
pengguna do m dalam transaksi
perdagangan 11 u di duni fdunia maya semakin

memberikan pell'l lr! M q ﬁm,\ li! !m a1 s/ untuk pembangunan

percepatan dan plé;

L_ : 43: 1bangun LFL-’J-‘"-TEE‘ as transaksi perdagangan
tersebut, dan (2) Secara-teknrs;in -':'Q"_Efu‘,jl an konsep cyber notary
karena sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh
pihak PT Telkom Indonesia dengan menggunakan fasilitas Lembaga Certification
Authority (CA).”?

Kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) adalah sebuah
konsep yang dicetuskan oleh bank dunia (world bank) untuk mengukur regulasi-

regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan penegakan hukum yang terkait

22 Simanjuntak, Enrico. Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan
Berusaha Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 7. 2. (2018):
301-320.

23 Emma Nurita. op.cit. h. 119.
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dengan usaha. Tujuan dari doing business yang digagas oleh bank dunia adalah
untuk mendorong agar regulasi-regulasi yang ada di suatu negara dapat lebih
efisien, lebih transparan dan mudah diimplementasikan sehingga bisnis mudah
untuk berkembang.

Ada empat alasan mengapa Notaris wajib mendukung peningkatan
kemudahan berusaha (EODB) di Indonesia.?* :

Alasan pertama, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang menghendaki
agar Indonesia masuk dalam kategori negara ramah investasi. Dikeluarkannya

peraturan Presiden Nomor 91 ; un. 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

indeks kemudgh 2, ] 3 ; satunya dengan cara

asyarakat el buat akta autentik.

Fungsi tersebultll : * ons e JJN yang menyatakan
konsepsi Indoné' . !;! M H ﬁ ﬁ '_Ll' o & ehjamin prinsip-prinsip
negara hukum daf) ‘Mu*ﬁ-y Iiﬁe{?u&ﬂhﬂh@ amin kepastian, ketertiban
dan perlindungan é“."".:T.:: 2 '_';

Alasan ketiga, profesi Notaris erat kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya
ini ditujukan dari mekanisme penentuan kebutuhan (formasi) Notaris di suatu
daerah didasarkan kepada (a) kegiatan dunia usaha, (b) jumlah penduduk, (c) rata-
rata jumlah akta yang dibuatnya setiap bulan. Adanya pengaruh dunia bisnis
terhadap tersedianya jumlah formasi Notaris membuktikan bahwa adanya

hubungan erat antara jabatan Notaris dengan dunia usaha.

24 Alwajdi, Muhammad Farid. “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung
Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
9.2 (2020): 257.
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Alasan keempat, beberapa aspek yang dinilai oleh indeks EODB juga terdapat
peran notaris di dalamnya. Aspek yang dinilai oleh EODB antara lain memulai
usaha, mengurus izin, mendaftarkan tanah, memperoleh kredit/pinjaman,
perlindungan terhadap investor, perdagangan lintas batas, pembayaran pajak,
penegakan hukum kontrak, penyelesaian kepailitan, dan sampai halnya dengan
mempekerjakan karyawan.

Perlu diketahui bahwa indikator doing business yaitu mengukur kemudahan
seseorang dalam membuat sebuah perusahaan. Salah satu hal yang dinilai sebagai

kemudahan berusaha oleh bank dunia.adalah ketika prosedur itu dapat dijalankan

cyber notal dlak it dengan el v leh karena itu,

pembahasaﬂ !

1lis berpendapat bahwa

cyber notary d;' ﬁ*"‘uoggy !&ﬁa'L ln"lu}tﬂh'd‘h ;{e

di Indonesia di era
globalisasi -n.-r......m.....Yr -
1) Efisiensi Waktu dan Biaya:
a. Penerapan teknologi dalam proses notarisasi dapat mempercepat
pembuatan akta dan legalisasi dokumen.
b. Proses yang lebih cepat dapat mengurangi biaya yang terkait dengan
menunggu dan perjalanan fisik.

c. Dengan cyber notary, transaksi bisnis dapat dilakukan secara online,

sehingga tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke kantor notaris.

25 Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha
Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 6. 3. (2017): 329-348.
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2) Peningkatan Akses dan Kemudahan:
a. Cyber notary dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan
mengurangi hambatan geografis bagi pelaku usaha.
b. Proses notarisasi yang lebih mudah dapat menarik lebih banyak
pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang
seringkali kesulitan mengakses layanan notaris secara konvensional.

c. Dengan kemudahan akses, lebih banyak potensi bisnis yang dapat

dimanfaatkan.

efisien;pelaku usaha dapat fokus

) \

%
, &

&2
-w'- M E 5 5 M o mﬂ& ningkatkan kemudahan

l| e [
. T’IJ syl w0l LT . g
berusaha di Indoi'ﬁ, a deng -.--!f l":":;_,- & -;Lg'?!hﬁ'-l-'ntuqﬂa@',?m a51, mengurangi biaya,
dan meningkatkan~aksestbrirtas-Naihm mty apai potensi tersebut,

diperlukan regulasi yang jelas dan pemahaman yang luas mengenai keabsahan
hukum dokumen digital. Dengan dukungan yang tepat, cyber notary dapat menjadi
alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha

di Indonesia di era globalisasi ekonomi dan bisnis.
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3.2 Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Profesi Notaris Dalam
Proses Digitalisasi
3.2.1 Tantangan Yang Dihadapi
a. Tantangan Digitalisasi
Digitalisasi merupakan proses transformasi berbagai aspek kehidupan dari
sistem konvensional menjadi sistem digital yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi. Dalam konteks modern, digitalisasi tidak sekadar perpindahan media,

melainkan perubahan mendasar pada cara kita bekerja, berinteraksi, dan

memandang dunia. Fenomena in' nerambah hampir seluruh sektor, mulai dari
p
E

pendidikan, bisnis, pemerint pan sosial masyarakat.

terhadap infi .r- 3 dantiuforme : # Kemampuan ekonomi,
( enyebabkan sebagian kele arakat tertinggal

lainnya dalam
digitalisasi. Se 1 : tersimpan secara
digital, sernak1 ““' "!" ;man siber. Serangan
|' ‘u' H ! 5 ﬁ ! E 1119 iu:l afl ancaman nyata yang
1' [ L'L"Lu I &;’lﬁa." .?Lii.qvéﬂﬂljf;. Organisasi dan

uan pertahanan digital

siber, pencurlan
membutuhkan penhg
individu dituntut ‘Urtkesetatr
mereka.

Transformasi ketenagakerjaan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi
dalam era digitalisasi. Otomatisasi dan kecerdasan buatan (Al) mulai menggantikan
peran manusia di berbagai bidang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan pergeseran
kompetensi dan kebutuhan keterampilan baru. Para pekerja dituntut untuk terus
menerus belajar dan mengembangkan kemampuan digitalnya agar tetap relevan
dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.

Etika dan regulasi digital telah menjadi isu yang semakin krusial dalam era

modern ini, di mana perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat.
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Inovasi dalam bidang digital, seperti kecerdasan buatan, big data, dan internet of
things (IoT), telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Namun,
kemajuan ini seringkali melampaui kemampuan pembuat kebijakan untuk
menyusun regulasi yang komprehensif. Hal ini menciptakan celah antara teknologi
yang berkembang pesat dan kerangka hukum yang ada, sehingga menimbulkan
tantangan baru bagi masyarakat.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah privasi data. Dengan semakin
banyaknya informasi pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi,

individu sering kali tidak memlhkl kontrol penuh atas data mereka sendiri. Regulasi

seperti General Data Protec,t' ~. 2-.(GDPR) di Uni Eropa merupakan

langkah awal untuk me indi etapi masih banyak negara lain

g - ‘g%"’nm d’?a( eh karena itu, penting bagi

=i

milik 5
" q\”' ﬁ‘ ’ W %

untuk kehllaﬂgaﬂ ‘l K atas - Karva“mel

Tanggung jawab sosial dari perusahaan teknologi juga tidak bisa diabaikan.
Banyak perusahaan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-
hari masyarakat melalui produk dan layanan mereka. Oleh karena itu, mereka harus
bertanggung jawab atas dampak sosial dari teknologi yang mereka kembangkan.
Ini termasuk memastikan bahwa produk mereka tidak hanya aman digunakan tetapi
juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah
perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menetapkan standar etis yang tinggi.

Kerangka hukum yang adaptif dan futuristik sangat diperlukan untuk

menghadapi tantangan-tantangan ini. Regulasi harus mampu beradaptasi dengan
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cepat terhadap perubahan teknologi tanpa menghambat inovasi. Pendekatan
berbasis risiko dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan regulasi yang
lebih fleksibel namun tetap efektif dalam melindungi kepentingan publik. Selain
itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi
industri, dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting
agar regulasi dapat mencerminkan kebutuhan semua pihak.

Pemerintah dan lembaga internasional harus proaktif dalam menyusun
panduan etis terkait penggunaan teknologi digital. Ini termasuk pengembangan

| sexta pelatihan bagi pembuat kebijakan tentang

: *’E‘iu‘éby : éﬂﬂ'&?l}&l. ‘%"Ew’a",gh ental, dan menurunnya

kemampuan intera STPCTSONAT. IVIASY a1 aKa s D ba,ngkan kesadaran akan

penggunaan teknologi digital secara sehat dan seimbang, tanpa kehilangan esensi
hubungan antar manusia yang alamiah.

Sistem pendidikan juga menghadapi tantangan signifikan dalam
mengimplementasikan digitalisasi. Kurikulum dan metode pengajaran tradisional
harus diubah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia digital.
Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan adaptabilitas menjadi lebih penting
daripada sekadar penguasaan teknologi. Lembaga pendidikan perlu merancang
strategi pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi digital namun tetap

mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.
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Digitalisasi membawa tantangan lingkungan yang tidak boleh diabaikan.
Produksi perangkat elektronik, konsumsi energi pusat data, dan pembuangan
limbah teknologi berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Pengembangan
teknologi hijau, daur ulang perangkat elektronik, dan praktik berkelanjutan menjadi
keharusan dalam menyeimbangkan kemajuan digital dengan pelestarian
lingkungan. Masyarakat global perlu bersama-sama membangun ekosistem digital
yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa

igitalisasi pun harus menghadapi sebuah

Indonesia yang saat ini ada pada era

pemakalan meterai.

s ! ﬁ’ Sran.n /I
yakni kegiatan dil'L ﬂ"!u" If‘: Q L"k‘ﬂi?léh. akan dengan bertatapan
VR

S A
\1TO =

a digitalisasi globalisasi

ekonomi dan bisnis saat ini menjadi penting untuk diterapkan dalam dunia

kenotariatan.

b. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Untuk Mendukung Digitalisasi
Notaris / Cyber Notary

Pada era Revolusi Industri 4.0 infrastruktur digital merupakan sarana dasar

agar akses informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Infrastruktur digital tersebut meliputi jaringan internet, pusat data, telekomunikasi,
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serta berbagai perangkat dan layanan teknologi informasi lainnya?®. Berdasarkan
hal tersebut, pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk
ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini serta mendorong
kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan digital.

Strategi pembangunan infrastruktur digital dilakukan melalui tiga lapisan
utama, yaitu mengembangkan jaringan tulang punggung (backbone), middle mile,
dan last mile. Pada lapisan backbone, program Palapa Ring ditujukan untuk
peningkatan utilitas jaringan yang telah dibangun dalam menciptakan infrastruktur

kup wilayah barat, tengah, hingga timur

telekomunikasi yang terintegras' :
Indonesia. Pada lapisan middle: il

-

internet di daerah-da

WP siam 5, N
a /./, \ I m rja sama antara

S - : ,;s;ltu tantangan yang
L= '

e Jaa luas dan merata. Hal

5 van internet sering sulit
dijangkau oleh d;\, i ﬁu“&y Iéﬁ"?’!ﬁ*’-’ﬁlﬁ}?ﬁﬂ@- juga yang menyebabkan
kesenjangan b...n.n_.‘q.:ﬁﬁ". A7 *hingga banyak wilayah

tertinggal dalam mengadopsi teknologi digital?®.
Tantangan berikutnya ialah perlunya regulasi dan tata kelola yang kuat.

Regulasi yang kuat dimaksudkan untuk memastikan agar infrastruktur digital yang

26 Supa, F.B. (2023). Infrastruktur digital Indonesia: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Universitas Negeri Jakarta.

27 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

28 Zahra, A., Agustini, T.D., Andari, A.S.M., & Rachman, LF. (2024). Transformasi digital
di masyarakat desa: Tantangan dan peluang menuju terwujudnya SDGs 2030). Jurnal Multidisiplin
Ilmu Akademik, Vol. 1 No. 3.
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berkembang di Indonesia sesuai standar keamanan siber dan dapat diakses seluruh
masyarakat tanpa gangguan. Pembangunan infrastruktur digital menuntut adanya
solusi yang inovatif.

Strategi pembangunan infrastruktur digital ini terus dilakukan untuk
meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta literasi digital bagi masyarakat luas,
termasuk wilayah terpencil. Namun, dukungan infrastruktur digital ini perlu juga
didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten, ekosistem
digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercipta.

Strategi  membangun digital merupakan  upaya

rmasi digital berjalan baik serta

mendatangkan man cat Permasalahannya, hingga saat
. *

KD F@Lﬂm iasih:belum merata serta masih
oS 8, R

berkesinambungan dalam memas )

perlu did hukum terhadap
tata kelo ySandi Negara
(BSSN) ’- amanan Siber)
merupakan enguatan kualitas
serta tata kel

mengakomodasi

“oe o™ L vai

peraturan perum anan.di ada yaitu Perpres No.

47 tahun 2023 t"e '| '.H M ' ﬁ ﬁ ‘J F; ;ﬂi ] fdan Manajemen Krisis
Siber serta Perpre "ﬁu"l"-y I@ﬁiﬁ!n‘ﬁl@ya‘mm’@ '{ Infrastruktur Informasi

Vital. Ruang lingku anan Siber Nasional dan

Manajemen Krisis Siber yang selama ini digunakan meliputi strategi keamanan
siber nasional dan manajemen siber krisis. Keduanya merupakan acuan bagi
instansi penyelenggara negara dan pemangku kepentingan guna mewujudkan
kekuatan dan kapabilitas siber dalam rangka mencapai stabilitas keamanan siber.
Diperlukan regulasi yang lebih kuat setingkat undang-undang terhadap tata

kelola infrastruktur digital untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum

2 Thsan, N. (2024, Juni 26). BSSN tegaskan RUU keamanan siber mendesak demi keamanan
digital RI. antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/4168611/bssn-tegaskan-ruu-
keamanan-sibermendesak-demi-keamanan-digital-ri
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dalam melindungi infrastruktur informasi vital dari segala jenis kendala sebagai
akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Regulasi ini
untuk melindungi bilamana teknologi informasi digital mengalami kendala
gangguan, kerusakan dan atau kehancuran pada infrastruktur dan berdampak serius
terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau
perekonomian nasional.

Infrastruktur teknologi yang andal dan aman memang perlu terus
dikembangkan. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk

menyedlakan teknologl enkr1ps1 1t ideo conference, dan sistem sertifikasi

b dig aungle
‘Eﬂ fan layanan. Hal ini
-‘# !

kor * tuk berinteraksi dan

'l-' " ! qs ﬁ ! H at: iﬂ'j. asan geografis. Dalam

2 u"ﬂ'u I# on ?Lﬂra-.'m.ﬂl-’;'h an pelaku usaha untuk
\ L—_—i'ﬁ\—_—fj

menjual PO TIICTCKA E 0 angkau pasar ya,ng leblh

luas.

2) Efisiensi Operasional: Infrastruktur digital memungkinkan proses bisnis
dan operasional yang lebih efisien. Dengan adanya sistem digital untuk
manajemen data, pengolahan informasi, dan otomatisasi, perusahaan
dapat mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan dalam
menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Misalnya, penggunaan cloud
computing dapat mengurangi biaya investasi perangkat keras dan

memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang fleksibel.
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3) Inovasi dan Pertumbuhan Bisnis: Infrastruktur digital menciptakan ruang
bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis baru. Dalam era digital, banyak
perusahaan teknologi muncul dengan solusi baru dan model bisnis yang
menginspirasi industri yang sudah ada. Perusahaan yang mampu
memanfaatkan infrastruktur digital dengan baik dapat mengembangkan
produk dan layanan inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, dan
menghadapi persaingan dengan lebih baik.

4) Peningkatan Produktivitas: Infrastruktur digital memungkinkan

peningkatan produkti
adanya teknologi ya ng Kupg kolaborasi dan komunikasi yang

alam berbagai sektor ekonomi. Dengan

at meskipun berada di lokasi yang

efisien, tim dap 1 .
berbedas "f""-‘l"r."u ‘L&L‘AM sagﬁn; -juga dapat meningkatkan
.;.« .E% , b\ T (4 \ dris, pemasaran, dan
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pemerataan__pg sch . . Peningkatan

i
M 115; . jauh dan akses ke

‘n' M ﬂ 5 $ i-ﬂ LY J_ﬁ. ningkatkan aksesibilitas
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c¢. Keamanan dan Kepercayaan dalam Implementasi Notaris Digital /
Cyber Notary
Keamanan merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan cyber
notary. Penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta membutuhkan sistem
keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi yang dikirimkan secara
elektronik. Teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem sertifikasi digital
harus diterapkan untuk memastikan bahwa tanda tangan digital dan dokumen

elektronik tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan.
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Kepercayaan masyarakat terhadap cyber notary juga perlu dibangun, sebab
proses ini melibatkan dokumen-dokumen penting dan sensitif, masyarakat harus
yakin bahwa teknologi yang digunakan aman dan dapat diandalkan. Hal ini
menuntut adanya regulasi yang jelas dan penerapan standar keamanan yang tinggi
dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan melalui cyber notary.

Konsep cyber notary adalah sebuah inovasi dalam sistem notaris yang
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugas dan

kewenangan notaris secara digital. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika

Kominfo menghidupkan kembali dz 'ahas ulang konsep ini sebagai bagian

= si dokumen,

notaris dihs s : al 3 tent1kas1 dan

Konsé e ; 1) ersebut dengan

y notary, dokumen-

dokumen dapaltl ' si, da al dlgltal mengurangi
ketergantunganlll' !u M l ﬁ 5 l' e ﬂ: / ﬁroses autentikasi dan
legalisasi dokume ""*"—"'LL'&"H I'ﬁﬁdy_ le Aliiie, ¢ cngan memanfaatkan sertifikat
digital yang terkait n-...;l......"...... agarpihak ketiga yang terpercaya.
Dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik
menjadi landasan untuk pembahasan konsep cyber notary.>' RPP ini akan mengatur
mengenai penggunaan sertifikat digital dan peran notaris sebagai trusted third party

dalam proses otentikasi dan legalisasi dokumen-dokumen elektronik.

301 Putu Suwantara, dkk., “Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap
Transaksi Elektronik”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, No. 1, (2021): 173-184.
31 Syamsul Babhri, dkk. Op.Cit.
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Penerapan teknologi cyber notary membawa beberapa manfaat yang
signifikan dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Berikut adalah
penjelasan mendalam mengenai manfaat-manfaat tersebut:

1. Verifikasi Identitas
Salah satu manfaat utama dari cyber notary adalah kemampuannya untuk
memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Ini membantu memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi
adalah benar-benar pihak yang sah dan bukan identitas palsu. Dengan
menggunakan teknologi? eperti biometrik, sertifikat digital, atau proses

JPdapat mengonfirmasi identitas dengan

verifikasi dua faktq_r-f

|

W
/
H M 5 ﬁ ﬁ !J e 1@ ang sah terkait dengan

ﬁ:guﬂ*l@f#‘};‘!bjmizfﬁrf? kum yang kuat dan dapat
. N /|

N -

digunakan-sebagar-bul sithan atau sengketa yang

mungkin timbul. Dengan demikian, keberadaan cyber notary membantu
memperkuat keabsahan dan keandalan transaksi elektronik di mata
hukum.

4. Keamanan Transaksi
Penggunaan cyber notary meningkatkan tingkat keamanan dalam
transaksi elektronik. Dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat,
seperti enkripsi end-to-end dan firewall, cyber notary dapat melindungi

data transaksi dari serangan siber dan kebocoran informasi. Hal ini
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memberikan kepercayaan tambahan kepada pihak yang terlibat dalam
transaksi bahwa informasi mereka aman dan terlindungi.

5. Perlindungan Konsumen
Penerapan cyber notary memberikan perlindungan tambahan bagi
konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya verifikasi identitas
dan bukti otentikasi yang sah, konsumen dapat memiliki kepercayaan
lebih terhadap transaksi yang melibatkan cyber notary. Ini membantu

mencegah penipuan atau penyalahgunaan identitas, serta meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap ekosistem transaksi elektronik secara
l'.-..
keseluruhan. !

digital. eknolog'i >mahami perkembangan
| 1 A

terkini dalam te X '*’u"'-g I M”' -"¥‘f‘-7L‘?' {' mereka.’? Ini termasuk

pemahaman tentan gandaa tangan-are ‘. amanan Siber, dan tek_nOlOgi

lainnya yang digunakan dalam transaksi digital.

Hukum dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital dapat berubah
seiring waktu. Notaris perlu tetap memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku
untuk melindungi hak dan kepentingan klien mereka. Praktik terbaik dalam
penanganan transaksi digital terus berkembang. Notaris perlu memahami cara

terbaik untuk menyaksikan, mendokumentasikan, dan memverifikasi transaksi

2 E. A. A. Siska, “Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di
Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML) ”, Jurnal Hukum Tora 8, No. 3,
(2022): 275-292.
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elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, Notaris berfungsi
dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Mereka perlu
memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melayani klien
dengan cara yang lebih baik dan efisien. Notaris yang berpendidikan dan terlatih
dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam transaksi
digital. Ini mencakup memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan dengan
tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, Klien dapat mengandalkan notaris
untuk memberikan bukti keabsahan dan keaslian dalam transaksi digital mereka.

Dengan tetap terkini dalam teknologi:dan peraturan, notaris dapat memelihara

kepercayaan klien.

berkelanjuta 7 ' pengetal creka in, bahkan jika tidak

// !‘i"u aktifidala Z selatihan terus-
& *

digital.’® Era dig mlah -i'us dihadapi notaris,

termasuk keam !r' H ' 5 ﬁ ! ﬂ 1 % ﬁ / ahan dokumen digital.
Memahami teknolog Cddion d JJ l&‘* !'-:L,La?.,.ry'#.srlf'\ angan ini. Sebagai notaris
ll'l L-l-i———x—llﬁ—_ 1 f/

harus memahami praktrk-terbark—daldm ata pribadi dan informasi
rahasia klien dari ancaman siber. Ini termasuk pemahaman tentang enkripsi,
kebijakan keamanan, dan perlindungan data.

Pembelajaran tentang verifikasi identitas digital adalah penting untuk
memastikan bahwa identitas individu yang terlibat dalam transaksi digital adalah

sah. Ini melibatkan pemahaman tentang proses identifikasi dan autentikasi. Notaris

3 D. Bungdiana, & A. Lukman, “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan
7, No. 1, (2023): 309-318.
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perlu memahami bagaimana tanda tangan digital berfungsi dan bagaimana mereka
dapat mengesahkan tanda tangan tersebut dalam konteks hukum.

Peraturan yang berkaitan dengan transaksi digital dan perlindungan data terus
berubah. Notaris harus terus mempelajari peraturan dan kebijakan baru yang
berlaku. Pembelajaran tentang cara mendokumentasikan transaksi dan dokumen
digital dengan benar dan sah sangat penting. Ini melibatkan pemahaman tentang
format digital, metadata, dan metode penyimpanan yang aman.’* Notaris harus
terbiasa dengan alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam penanganan

sandi, perangkat keamanan siber, dan aplikasi

\ R
digital dan teknaol ot 1 dz lam is untuk beradaptasi

dan berfungsi sé' : !1! M ! $ ﬁ M Eu_- ﬁ; otk embang. Hal ini juga

i

berkontribusi pada "?fuﬂ'!-!f : @%'E‘-fﬂ"ﬁ}xﬂ' data [klien, yang merupakan
i

tanggungjawab ut A NOTATTS —

Dengan demikian, notaris biasanya merupakan pejabat publik yang memiliki
izin khusus dari pemerintah atau badan hukum yang relevan. Mereka harus tunduk
pada standar etika dan hukum tertentu untuk menjalankan tugas-tugas mereka.
Notaris berperan penting dalam menjaga integritas, keabsahan, dan keamanan
dalam proses hukum dan transaksi hukum.’> Mereka beroperasi di bawah izin

khusus dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka menjalankan

34 Dicky Fachrul Ulum, & Rusdianto Sesung, Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data
Pribadi di Era Digital, Doktrin: Jurnal Dunia I[lmu Hukum dan Politik 2, No. 2, (2024): 348-357.

35 Brilian Pratama, dkk., “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”,
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, No. 1, (2022): 24-33.
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tugas mereka dengan integritas dan kepatuhan hukum. Dalam konteks hukum,
notaris memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa dokumen hukum dan
transaksi sah, autentik, dan mematuhi standar hukum yang berlaku.3® Ini adalah
contoh penting dari bagaimana lembaga seperti notaris membantu menjaga

ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat.

d. Pelatihan Notaris Dari Konvensional Menuju Digital

Notaris sebagai pejabat yang berwenang juga harus diberi pelatihan tentang

teknologi baru ini agar mereka elaksanakan tugasnya dengan baik dan
sesuai dengan prosedur yan is perlu memahami bagaimana cara

1. digital, enkripsi, dan video

f
gital. Notaris dapat

\ !‘! M ! E ﬁ HJ Fr- ' % 2 tangan tersebut adalah
Mm?yldﬁa{? [ 'L-‘]ri"‘-?!ﬂ*« f ukti autentikasi dalam
__J""\_

transaksi digital. 37 Notaris dapat memyv dokumen digital, seperti

sah dan berasal da

kontrak atau perjanjian. Notaris memastikan bahwa transaksi digital mematuhi
hukum yang berlaku, termasuk regulasi privasi data, peraturan tanda tangan digital,

dan peraturan lain yang relevan. Ini membangun integritas dari sudut pandang

36 D. V. M. Talita, & E. Ratna, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi
Industri 4.0.”, Jurnal Notarius 16, No. 2, (2023): 870-881.

37 R. N. Theixar, & N. K. S. Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga
Keamanan Digitalisasi Akta”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, No. 1, (2021): 1-15.
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hukum. Notaris membantu dalam pendokumentasian transaksi digital dengan kuat
dan sah.

Notaris juga dalam menjaga kepentingan umum, dengan memastikan bahwa
transaksi dan dokumen hukum tidak merugikan salah satu pihak atau masyarakat
umum. Dengan menjalankan peran-peran ini, notaris membantu membangun
integritas dalam dunia digital, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, dan
melindungi hak dan kepentingan individu dan bisnis. Integritas yang kuat dalam

transaksi digital adalah faktor kunci untuk menjaga keamanan dan kepercayaan

dalam lingkungan digital yang t erkembang. Pada era digital, notaris dapat

' Jnsaksi hukum.
,éi

rusahaan, dan

menja
. Penyi - anggung jawab untuk

_J""\__

memast1 can—bahrwa—dokumen sebut~aman’ dan dapat diakses jika
dibutuhkan di kemudian hari. Notaris sering menyaksikan transaksi
hukum, seperti penandatanganan kontrak atau perjanjian, untuk
memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan sah.

4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Notaris dapat berperan dalam

mediasi sengketa hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi

3% Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap
Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 41, No. 3, (2011): 466-
499.

3 R. Rukmana, N. D. Savitri, & Y. A. Padha, “Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan
Berbasis Elektronik”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, No. 1, (2021): 495-508.
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hukum. Notaris memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen

hukum mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris juga

melindungi konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi

dengan memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dan
ketentuan hukum yang terkait.

Kini peran notaris di era digital tidak mudah, notaris harus memiliki

pengalaman dalam pendokumentasian dan penyimpanan catatan penting. Mereka

harus dapat membantu menyimpan dokumen digital yang berharga dengan aman

dan mudah diakses. Notaris dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian

sengketa yang melibatkan d_gkumen digital.** Mereka dapat
membantu menemuk%n : Dengan begitu, Notaris dapat
memberikan sertifika angan ¢ (? ng dapat digunakan sebagai bukti
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Notaris harus menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data
pribadi klien dan keabsahan dokumen dalam dunia digital yang rentan

terhadap ancaman siber. Mereka perlu menerapkan langkah-langkah

40§, R. Marlin, & M. F. M. Putra, “Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya
Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 6, No. 3,
(2022): 10172-10179.

41V, P. Oktavianingrum, dkk. “Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum
Perdata Di Indonesia Dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary” In
Proceeding of Conference on Law and Social Studies 4, No. 1, (2023): 1-23.

42 B. 1. Prasetyawati, & P. Prananingtyas, “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun
Integritas Notaris Di Era 4.0.”, Jurnal Notarius 15, No. 1, (2022): 310-323.
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keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dokumen yang
mereka tangani.

2. Tanda Tangan Digital
Penggunaan tanda tangan digital menimbulkan tantangan dalam hal
pengesahan tanda tangan. Notaris perlu memahami teknologi tanda
tangan digital dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah
secara hukum.

3. Keaslian Dokumen Digital

malsuan dokumen lebih mudah dilakukan.

Dalam dunia digital, pe

etode untuk memastikan keaslian

a gunakan untuk

paran  dan dapat

ery
VNISSULA

i e [
Setelah dianal *"':"u“wgg !i?e{l;?uﬂ!uﬁ::ﬁilnzj/ lis berpendapat bahwa

d al ini, maka notaris harus
beradaptasi dengan teknologi baru untuk menjalankan peran mereka dalam
transaksi digital. Ini mungkin memerlukan investasi dalam sistem dan perangkat
lunak yang sesuai dengan teknologi terkini. Sehingga notaris perlu terus mengikuti
pelatihan dan pendidikan untuk memahami perubahan teknologi, regulasi, dan
praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital. Masyarakat juga perlu
memahami peran dan pentingnya notaris dalam dunia digital. Notaris mungkin
menghadapi tantangan dalam mengkomunikasikan manfaat dan relevansinya dalam

era digital kepada klien dan masyarakat. Tantangan ini juga mewakili perubahan

yang kompleks dalam praktik notaris di era digital. Notaris harus terus beradaptasi,
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belajar, dan berinovasi untuk menjawab tantangan ini dan menjaga relevansi serta

kualitas layanan mereka dalam lingkungan yang semakin digital.

3.2.2 Hambatan Yang Dihadapi
a. Regulasi Yang Belum Mendukung Sepenuhnya
Globalisasi merupakan era yang harus dijalani sebagai konsekuensi hidup
yang saling membutuhkan. Era tersebut tidak dapat dihindari supaya tidak
terkucilkan dari kemajuan dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mau tidak mau,

harus mempersiapkan diri dalam .globalisasi. Pada akhirnya, globalisasi

l_.-'

- w J3 1
!.! My! E; ﬁ !1“ T, J& (‘Maroko) pada tanggal
. | - " a ; s |l Y [ /
15 April 1995. K¢ Aetldg) | !@u.’!iigln]ﬂﬂm_d?- i
\__. _/

1 an WTO dalam bentuk
Agreement Establishine~Fhe-Muitiltuérat~frade-Oreanization, sehingga negara

yang turut serta didalamnya mau tidak mau harus menaati Perjanjian Uruguay
tersebut. Dengan demikian, setiap warga negara dan badan hukum negara yang
terlibat didalamnya (termasuk Indonesia), terutama dalam dunia usaha (bisnis)
wajib menaati substansi Putaran Uruguay tersebut.

Ada 4 (empat) bidang hukum yang berdampak langsung dari Perjanjian
Uruguay, yaitu penanaman modal, perdagangan jasa, perdagangan hak milik
intelektual, dan hukum persaingan. Bidang-bidang tersebut harus

diimplementasikan lebih lanjut dalam perundang-undangan nasional dengan
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memperhatikan prinsip perdagangan bebas, seperti transparansi, akses yang adil ke
semua pasar untuk semua pelaku ekonomi dan tidak ada hambatan tarif.

Terhadap substansi Perjanjian Putaran Uruguay tersebut, ada negara yang
tidak setuju. Ketidaksetujuan itu karena terlalu banyak memberikan keuntungan
negara maju, misalnya harus membuka pasar produk negara anggota WTO lainnya.
Hal tersebut akan menjadi masalah besar, ketika negara yang bersangkutan tidak
mempunyai produk kompetitif. Negara yang tidak mempunyai produk akan

menjadi “pasar” dari negara lain. Untuk mensiasatinya, diputuskan perdagangan

Conference on 1996 mendefinisikan
globahsa 2 gly behave as if
the worl ‘ 4 with regional

or nationdl ‘ < gl 110k bod by trade and

e O

aka globalisasi

"'1 i"ﬁ"vu“"y !M;l}#wﬁ‘ﬁﬂli }- terbuka, berarti ada

. . . '. . .
liberalisasi,® atau ,u_um..m-u... fs or national control) in

order to create a free markets in goods, service or finance. Liberalisasi bukan
berarti bebas dan terbuka dalam segala bidang ataupun menghilangkan batas
wilayah negara (borderless) atau kedaulatannya. Kekhawatiran seperti itu bukan
tanpa alasan, karena negara industri kuat dan menguasai perekonomian dunia,
seperti Amerika Serikat, Jepang dapat saja memaksakan kehendaknya kepada

negara lain untuk membuka pasarnya. Jika negara bersangkutan mengikuti

43 Panos Briefing, Globalization and Employment, New Opportunities, Real Threats, London
Nomor 33, May 1999, him. 3.

4 Ibid, hlm. 1.

4 Ibid.
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kehendak Amerika Serikat dan Jepang serta negara maju lainnya maka sudah pasti
tidak berdaya.

Agar liberalisasi tidak berdampak negatif maka diperlukan perangkat
privatisasi, deregulasi dan debirokratisasi oleh negara (pemerintah) sebagai pemain
globalisasi perdagangan. Luasnya cakupan liberalisasi tidak hanya meliputi barang
(goods), tapi juga jasa (services) sehingga diperlukan berbagai persiapan yang baik.
Batasan pengertian jasa ditentukan dalam Pasal 1 Paragraf 3 (b) GATS, yaitu
services includes any sector except servic applied in the exercise of governmental

authority.*s Jika diteliti lebih lanjut, tidak ada rincian mengenai sector jasa yang

menjadi komoditas bebas WTQ i pe kecualian, yaitu jasa yang menjadi

kewenangan pemermta (g0

gﬁﬁl‘r‘n’u ud Pasal 1 Paragraph 3

Y

(b) GATS
classzf c
lain:
1)
2)
3)
4) 10 G2
N\ LUNISSULA
6) . ‘\ Muﬂg'@bl snela
A

7) Financial'se

8) Health related and social service;

9) Cultural and sporting service.

Kemudian bentuk penyedia jasa yang dapat dilakukan dalam Annex 1B
GATS, Pasal 1 Paragraph 2 ada 4 (empat), yaitu

1) From the territory of one member into the territory of any other member.

4 GATS merupakan salah satu bagian dari GATT yang mengatur perdagangan jasa.
Kemudian WTO sebagai pengurus dari GATT telah pula membentuk dewan khusus dalam struktur
WTO yang khusus untuk menangani masalah jasa, yaitu council for trade in services.
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2) In the territory of one member to the service consumer of any other
member.
3) By a service supplier of one member, through commercial presence in
the territory of any other member.
4) By a service supplier of one member, through presence of natural person
of a member in the territory of any other member.
Sektor jasa dalam globalisasi akan menjadi komoditas dengan daya jual tinggi
dan merupakan industri yang akan diminati maka Indonesia sebagai anggota
GATT/WTO tentu harus membuka p ya. Akibatnya, bidang jasa akan timbul

N

peluang sekaligus tantangan bag;

Indonesia yang se g '»

perkembangan ..- o] sﬁmu Q? harus menyadari bahwa
informasi S dan 'k

., ] ’ ‘h! v \ wadap pembangunan
1 \ ny A AL ‘ majua informasi dan
f

f
’* a1 | ""‘ g berkembang pesat.
!lr! N ! ﬁ 5 !ﬁ ﬂm & § mempersiapkan SDM
ide A2l ” |ﬁ,ﬁ‘;,*’v$l=yﬂ1'¢-- jadi penonton di negeri
L _J""\___../

sendiri. Sebagai contoh jasa bidana ata perti“dokter dan perawat mulai
tahun 2003 boleh berpraktik di Indonesia. Rumah sakit asing yang akan dan telah
berdiri di Indonesia boleh membawa teknologi dan tenaga medisnya sendiri.
Kemudian profesi akuntan, advokat (lawyer) dengan perjanjian waralaba
(franchise) telah membuka kantor di Indonesia dengan standar pelayanan
internasional.

Untuk notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara institusional

belum dapat (mungkin tidak dapat) dijabat oleh warga negara asing, karena jabatan

47 Mariam Darus Badrulzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di
Indonesia, Makalah disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm. 6.
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notaris dan PPAT merupakan pelaksana sebagian kewenangan pemerintah dalam
bidang hukum perdata.*® Dengan demikian, notaris dan atau PPAT merupakan
perkecualian, yaitu jasa yang menjadi kewenangan pemerintah (governmental
authority).

Notaris Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang
belum berubah dalam pembuatan akta, khususnya mengenai tindakan menghadap,
pembacaan, penandatanganan serta penggunaan meterai. Dalam era tanpa batas ini
(borderless) semua sekat ataupun yang membatasi pergerakan informasi dapat

diakses dengan maksud dan tujuan teitentu. Notaris pun harus siap memberikan

' f mengenai keadaan,

: !u' M F - ﬁ ‘! L fnu ffnenjad1 notaris harus
semangat melayalﬁ ##J‘L'!y I ﬁ?ﬁLFLﬂ-»qﬁﬂrL% , notaris berhak menerima
'|
%

ada masyarakat yang

membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum.

Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak
bertabrakan. Jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan di luar wewenang
maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.*® Menurut
Philipus M. Hadjon ada istilah kewenangan dan wewenang sejajar dengan istilah

hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu bevoegdheid. Ada sedikit perbedaan antara

48 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Y ogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.
4 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997, him. 1.
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ketiga istilah tersebut. Perbedaannya terletak pada karakter hukumnya. Istilah
bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum
privat. Dalam hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya
digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
selanjutnya UUJN-P ditentukan ke

vetiangan notaris, yaitu
Pasal 1
1. Notaris ad, be /

n dan kutipan akta,
K juga ditugaskan atau
yang ditetapkan oleh

A
undang-unda

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris

berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus.

¢. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan.

71



d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau

g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2),
notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut di atas menegaskan kewenangan notaris. Pasal

1 angka 1 UUJN-P, selain merujulf a UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris

juga berdasarkan undang-un eef*'- d‘% Pasal 15 Ayat (1) dan (3) notaris

mempunyai kewenang oo in. atau diatur dalam peraturan

A&‘L&‘“A‘M g l daiy-Pasal 15 Ayat (1) hanya

¥ a1 1 : j€la bahwa yang

spoken by a wi i 'on of a admissible

documents) alt' au yroduc / res other than a
document).” AllénlI " M ' ﬁ ﬁ !j_l! Hn iﬁ perkara (perdata), pada
dasarnya terdiri ds m'u*'y ﬁ,”n‘E‘L uFlﬂ'&ﬂﬂv!q" 1 saksi-saksi, pengakuan,
sumpah dan tertull -n-....m_...‘?; unyai nilai pembuktian.
Dalam perkembangan alat bukti sekarang (untuk perkara pidana dan perdata), alat
bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai
alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
(selanjutnya UU ITE).
Menurut Pasal 5 UU ITE, menegaskan bahwa:

50 George Whitecross Patton, 4 Text-Book of Jurisprudence, (Oxford: at the Clarendon
Press, second edition, 1953), hlm. 481.
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(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini.

i elektronik dan/atau dokumen elektronik

(4) Ketentuan mengenai in :

l_.-'

/‘;\Smﬂga

;ﬁ i1z i. ?ﬁf: pejabat pembuat
SRR

g ﬁtian yang dapat
: qﬂ ) x{ elektronik untuk
memudahkan pélaks -ﬁ: -c.lari dokumen atau

'l;:ara hukum. Untuk
memudahkan p" el !! H ! ﬁ $ F.J L J& / (baik dalam bentuk
elektronik mauptll, :“?‘fu*!»![’ !éﬂ:’” .-L-ﬁﬁh.’lﬁ;‘-‘v ] fdapat disebut sebagai
perluasan alat buk‘:i vm--;‘.m- nmacara yang berlaku di Indonesia
sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU ITE.>!

Hasil cetak dan print out dari dokumen elektronik atau fotokopi jika tidak
dihadirkan aslinya maka tidak ada tolok ukur keabsahan dan keasliannya. Dengan
demikian, hakim pemeriksa perkara akan mengalami kesulitan, karena begitu
banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan tidak ada tolok ukur untuk
meyakinkan bahwa bukti atau dokumen elektronik itu benar adanya. Begitu pula

dengan salinan akta, apabila terhadap salinan tersebut tidak dapat ditunjukan

3! Ahmad S. Daud, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Teknologi Informasi, Jurnal Lex Crimen, Volume II/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 104.

73



aslinya kepada hakim maka para pihak wajib membuktikan salinan-salinan tersebut
telah termasuk dan sesuai dengan kriteria sebagai salinan yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam dalam
Pasal 1889 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
KUH Perdata). Jika telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hakim dapat
mengambil suatu putusan bahwa salinan itu telah memberikan alat bukti yang
sempurna, sehingga terhadap dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti

dapat memperkuat hakim dalam mengambil putusan tanpa harus mengadakan

dengan asas' K : ) "INomor 48 Tahun

2009 tentang K

menolak untuk Jerug ' diajukan kepadanya

sekalipun denga:'h \ 'u! hi)! ﬁ ﬁ !5’ !L- i#&,
1 ‘ el g '!Vs{!-—n‘)‘ﬂﬂa’n'!-‘?' ; :mtuk memeriksa dan

Dengan det
'|

memutus suatu ivlr-rlu-ur 1K A a ipun tidak ada undang—

undangnya, karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum. Dengan kata lain,
kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantung pada keyakinan
hakim sebagai pemutus perkara.>?
Dalam hukum (acara) perdata (Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement/HIR
dan Pasal 1866 KUH Perdata) alat bukti yang sah atau diakui hukum, terdiri dari:>*
a. bukti tulisan;

52 Triyanti, Kekuatan Pembuktian...Op.Cit., hlm. 28.

53 Ibid, him. 29.

3% M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara
Perdata Setengah Abad, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 157.
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b. bukti dengan saksi-saksi;

c. persangkaan-persangkaan;

d. pengakuan;

e. sumpah.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka alat bukti
dalam perkara perdata tidak hanya mencakup bukti tertulis, terutama dengan
dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti:

fotokopi, foto (potret), hasil rekaman suara maupun gambar, faks, surat elektronik

anosung dalam atauiemote sender. Bukti

WA MISSILA )
P\ ﬂﬂauﬂz.?liﬂglkﬂ.q::ﬁvl.@ 1men-dokumen atau data-
L

data yang'diproduksrecompu npakan-salinan dari informasi yang

diberikan (dimasukkan) oleh manusia kepada komputer.

3. Derived evidence.
Alat bukti dimaksud berupa informasi yang mengkombinasikan antara
bukti nyata (real evidence) dengan informasi yang diberikan oleh manusia
ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung,

seperti membuat tagihan bank.

35 Arsyad Sanusi M, E-Commerce Hukum dan Solusinya, (Bandung: Mizan Grafika Sarana,
2001), hlm. 97-98.

75



Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikategorikan sebagai akta
autentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang
mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 22 Maret 1972 Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli
tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang
mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan
tulisan-tulisan di bawah tangan.’® Tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik,

yang dibuat dalam bentuk yang '

ntukan oleh undang- undang, dibuat
"-

dbat umum, tapi

tidak setiaf 9 ; 3 Tt " it ga PPAT atau

angan dibuat dalam
: rantara atau tidak
ientik maupun akta di

bawah tangan di !n' N H q $ %’ E.. . A ﬁgai alat bukti. Dalam
f‘ﬂfuﬁ‘ 'g‘ﬁ‘i At ide 1% ituiuka n-sebagai alat bukti, tapi dapat
___._:"

dipergunakan seba aratat-buktr=jrka 1adi maka agar mempunyai

kenyataannya, adl'a

nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya.
Perbedaan penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian,
akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris
sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai

atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

36 Lihat Pasal 1867 KUH Perdata.
57 Lihat Pasal 1868 KUH Perdata.
38 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah...Loc.Cit.
39 Lihat Pasal 1874 KUH Perdata.
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Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak
mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.%° Sebagai contoh
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6
Oktober 1971, mempertimbangkan bahwa surat (surat jual beli tanah) yang
diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak
dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut dinilai sebagai alat bukti
yang lemah dan belum sempurna.

Jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik.®! Tetapi, jika ada

pihak tidak mengakulnya maka b ]g:tjan diserahkan kepada pihak yang
menyangkal akta t . Penyangkalan bukti tersebut
diserahkan kep pawah tangan maupun akta
autentik ked an 1sarkan Pasal 1320
KUH P buatnya (Pasal
1338 KU f'lleh para pihak
(pacta sunt

1 f
yang tidak memé ﬂ? ; JIﬁtkan pada keyakinan

hakim belaka. =. ﬂ ! M ﬂ q ﬁ l’ 1-- &
Pasal 1868L < LT Perd: UI ".,"":ﬁa"‘ sz 1-4‘3’- ‘-"-'in'f-,ﬂv cnsitas akta notaris dan
ll L_———h J
merupakan dasar legalitas~eksistensi- akts 2 gan syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang

pejabat umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

0 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah...Op.Cit., hlm. 145.

6! Lihat Pasal 1875 KUH Perdata.

2 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah...Op.Cit., hlm. 136.

63 Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 10
Februari 1971.
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c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta tersebut.
Pasal 38 UUJN-P mengatur mengenai bentuk dan sifat akta, dengan
ketentuan:
(1) Setiap akta notaris terdiri atas:
a. awal akta atau kepala akta;

b. badan akta; dan

c. akhir atau penutup akta.

yaraan, pekerjaan,

dan/atau orang

(4) Akhir atau penutup akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7).
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta apabila ada.
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan
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d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),
juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat
yang mengangkatnya.

Akta notaris bisa dibuat karena ada permintaan para penghadap (mereka)

yang datang kehadapan notaris. Penghs dap yang meminta dibuatkan akta harus

menghadap dan menyataka . a..di hadapan notaris. Dalam praktik

/jf

., &
- Kalimall'tlI Fn’! M ! 5 ﬁ 1! Q.'m lﬂl 1 fl dari verscheen voor

Adapun ya n-ln-lnnu:=n_-ﬁ . : atd verscheen, kata kerjanya

adalah verschijnen. Menurut penulis kata Belanda verschijne mempunyai
arti “datang dan menghadap”, unsur “datang” itu ada. Demikian juga
terjemahannya dalam bahasa Indonesia “menghadap”. Orang yang
menghadap merupakan orang yang datang. Padahal praktik notaris tidak
selalu demikian, misalnya seseorang sakit keras dan tidak dapat datang,
sehingga apabila diminta maka notaris yang datang. Dalam hal ini apakah

orang sakit itu verschijnt? Contoh lain apabila notaris diminta membuat

%4 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2007), him. 488-489.
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berita acara rapat yang diadakan di luar kantor notaris. Notaris yang
datang, bukan para pemegang saham yang biasanya sudah menunggu
dalam ruangan. Kata verschijnen harus dilihat dalam arti yuridisnya (Pasal
24,25, dan 28 PJN), jadi tidak dalam arti yang diberikan oleh masyarakat.
Verschijnen adalah kehadiran nyata (waarneembaar tegenwoordig zijn)
dan dalam hal itu tidak dipedulikan siapa yang datang, pelanggan atau
notaris”.

- Dengan memakai kata terakhir ini jelaslah bahwa notaris dan penghadap

sama-sama berhadapan dan ifii-yang terpenting untuk suatu akta autentik.

- Ternyata dalam b hass Ssia kata “menghadap” juga dapat

."anggap oleh sementara orang

nganj Il :
: F ! ’!; 5 ﬁ !)1' i ;ﬂi salah satu dari 2 (dua)
kata ini tid? f“'u*'-'v!_ I» ﬂlvi‘uq-t-ﬂﬂ‘-?- aris atau penghadap, dan

juga tida MCZANAUNSg —a (' 4 a ara” orang bahwa kedudukan
orang yang menghadap lebih rendah daripada notaris.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan notaris Indonesia berdasarkan

UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa

penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada di hadapan

notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan

fisiknya.> Merujuk pendapat Edmon Makarim hal seperti ini ciri notaris

konvensional. Meskipun jabatan notaris telah berjalan sejak lama, bahkan sejak

% Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary

atau Electronic Notary, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 138-139.
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masa Hindia Belanda, namun dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala
yang harus dihadapi notaris dalam menjalankan tugasnya kepada publik sebagai
berikut:

Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jumlah notaris.

Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keatutentikan.
Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum.
Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta.

Pelanggaran kerahasiaan.

Pertanggungjawaban pajak. .

=

Lemahnya kendali P '~'/ﬁ\“~ ‘ mbmaan instansi terkait.

AU o

menjalankan tugas: Wi ‘%"‘nu tbasis teknologi informasi

khususnya 3 nlo% C wa-menghadap secara

fisik ata 5 Al k- diperiula ant’t gounakan media

dan mengarah [;a .l ! h! ' $ LW “ ' & qﬂ ,itertuang dalam kertas,
menuju ke akta I' *"ﬂ'v'*u'*"--y !"i?a’i) E‘L-'-Iﬁ‘ﬂ“»@- J’I- alam bentuk dokumen

elektronik.%” Dalam konsep-mt, nota : nat a * tanpa harus berhadapan
langsung secara fisik. Klien tidak perlu datang ke kantor notaris, akan tetap dilayani
dalam membuat akta tanpa batas wilayah dalam konteks lokal, regional, nasional
bahkan antarnegara.

Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu
diperlihatkan secara fisik, tetapi notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang

berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda

% R.A. Emma Nurita, Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran), (Bandung:
Refika Aditama, 2012), him. 4.
7 Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis...Op.Cit., hlm. 8.
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Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/ Surat Nikah atau identitas lainnya
yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian
pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut cukup diunduh
notaris dari instansi tertentu.

Pada sisi lain para penghadap, saksi dan notaris cukup menggunakan tanda
tangan, meterai dan stempel secara digital.®® Bahkan diperlukan pula sidik jari
digital, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P bahwa
notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta
akta. Media penyimpanan minuta daf

kertas, tetapi disimpan dala f/

ﬁlJ%M

alinanpun pun tidak perlu dalam bentuk

A mzcrof Im atau media lainnya yang
dapat dicetak sesuai .- 16
tidak memerlukan rus “ 'l

UN l S s ULA
#’uﬂ’ ?léﬁ"";kﬂmpaw
P\ —

!-“l q andatanganl oleh para
o _..‘. ini belum ada peraturan

perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh

. |1
plhak’ Sak I=0ARN DT, Ulcdil 11U

digunakan dalam akta autentik.

3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir
secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk
selanjutnya dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi.
Kemudian akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan oleh

notaris. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan

%8 Edmon Makarim, Notaris & Transaksi...Op.Cit., hlm. 128-129.
9 Ibid.
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yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media
telekonferensi”.”

Konteks terkini tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi terdapat beberapa moda teknologi dari suatu tanda
tangan elektronik, yaitu

1. Penggunaan kata kunci (password) ataupun kombinasinya (hybrid

methods).

2. Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (scanned signatures) atau

pengetikan nama pada suatuiformasi (typed names).

] /ﬁ\‘* Se ujuan atau tanda penerimaan secara

persyaratan t o SCE . ias I"Illggap sudah tidak
relevan dala dengan keberadaan
. fungsi kesaksian
(attestation/witi;" ¢

e UM F '..Zlﬁ u 0L Wl idia) tclah memiliki
\ Al Iglllal imeln. /
peraturan yang m ] pgan elcl

eSlgnature) untuk MCTTggantrkan—p ‘- A .oNemn ah negara bahkan telah

onik yang aman (secured

meluncurkan inisiatif yang memfasilitasi penggunaan dokumen elektronik dan
tangan tangan elektronik dalam transaksi tanah (contoh: Belanda, Belgia, dan
Jerman).

Dalam undang-undang beberapa negara juga diberikan kemungkinan
penggunaan “segel elektronik™ (electronic seals) sebagai alternatif dari segel

manual (manual seal) yang diakui secara resmi, sedangkan rincian detail teknis dari

70 Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis...Op.Cit., hlm. 14.

83



bentuk segel elektronik diatur secara terpisah (contoh: Inggris, Australia, dan
Amerika).

Uraian di atas merupakan gambaran ideal dari konsep notaris digital. Dalam
konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tetapi
juga dokumen yang diperlukan dalam membuat akta. Secara sederhana bahwa
konsep tersebut dapat dipergunakan dalam pelaksanaan RUPS, yaitu dalam Pasal
77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), meskipun dalam hal ini

secara teknis belum ada dasar hukumnya. Tetapi, hal ini terbatas hanya untuk media

saling pandang dalam kehadiran. .-RUPS perseroan terbatas yang belum

Dalam UUPT m , -

=l .\ ..wLﬁM £,

% DS medla elektronik
\

iacngar secara

melakukan RUPS d; £Co : D ; : ghadap, para saksi
dan notaris ha.'ll Q‘;‘,‘ an hadir secara fisik di
hadapan notarls"-.
RUPS dapat dila i
penulis berpendapat bahwa
ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT telah
membuka era baru dalam dunia notaris. Setidaknya era notary by digital pada
bidang tertentu yang diperkenankan oleh hukum. Meskipun dalam hal ini masih
diperlukan tindakan lebih lanjut, misalnya pemerintah dan organisasi jabatan
notaris segera membuat aturan mengenai teknis pelaksanaan RUPS melalui media
elektronik tadi. Kenyataannya sekarang ini media elektronik sudah dipergunakan
oleh para notaris untuk proses pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum
dan hal lainnya yang berkaitan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

(SABH).
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Menurut Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE menegaskan: angka 1 Informasi
elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Angka 4 dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

ya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

elektromagnetik, optikal, atau se

Kigan informasi
entikasi.

- : enj elasan Pasal 77

alnnya karena yang

[ ga un
penting ada da;,' “ !ur H H ﬁ ﬁ ' ' !u A jang dasar hukumnya
belum ada maka Ii%; d el !(’ l %5‘4 "l'é«-l-jﬂvﬂl!iz- / melaksanakan ketentuan

Pasal 77 Ayat (1) P =mncto £ yat (4) UUPT. Dengan

demikian, kendala untuk mewujudkan dan menerapkan konsep notaris digital, yaitu
1. Pada UUJN/UUJN-P sendiri yang masih mengatur bahwa bahwa
menghadap masih harus dilakukan secara fisik, dan tidak memberi ruang
bisa menghadap menggunakan media pandang dengar-interaktif, seperti
telekonferensi atau video conference atau skype atau bentuk lainnya yang

secara teknologi informasi bias dilakukan.
2. Belum ada pengaturan tentang penggunaan meterai elektronik dan stempel

notaris elektronik serta sidik jari elektronik.
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3. Belum ada institusi yang berwenang untuk melakukan authentification
tanda tangan bagi warga negara Indonesia atau mereka yang akan
bertransaksi secara elektronik.

4. Belum ada pengaturan (yang membolehkan notaris) mengunduh identitas
subjek penghadap secara terbatas (dengan kode akses) tertentu dalam
kepentingan pembuatan akta.

Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya dilakukan perubahan UUJN/UUJN-

P yang menjadi dasar hukum notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan

lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan notaris digital di era globalisasi

UUJ N) dan UU
b,

¢ktronik, namun

ekonomi dan bisnis.

atakan bahwa
ajibkan dibuat
secara tertulli : r 1S y yang scharusnya
memungkinkan pem a sccara elektromd |
II can ada ya ] ; 'lltara UUJN dan UU

ITE, yang mené !! M H 5 ﬁ M‘F ,m - yenerapan cyber notary.
Oleh karena itu, ﬁ?ﬂ’lﬂg r’f_ﬂdu .EJ..:-@"{#LE. snya pada UUJN, agar
selaras dengan _""ﬁ"' pu mendukung cyber
notary secara lebih optimal.

Perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian dalam aturan hukum.
UU Jabatan Notaris yang berlaku saat ini perlu diperbarui agar sesuai dengan
kebutuhan zaman, khususnya dalam mengatur penerapan cyber notary.
Pembaharuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak
yang terlibat, serta memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya secara
efisien dengan dukungan teknologi.

Regulasi baru harus mampu mengakomodasi penggunaan teknologi seperti

tanda tangan digital dan video conference dalam pembuatan akta autentik, tanpa
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mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut. Selain itu, aturan mengenai
dokumen elektronik perlu diselaraskan dengan UU ITE agar tidak terjadi tumpang
tindih regulasi.

Cyber notary adalah solusi inovatif untuk mendukung kemudahan berusaha
di era digital. Dengan adanya regulasi yang lebih mendukung dan sinkronisasi
antara UUJN dan UU ITE, cyber notary dapat diterapkan secara lebih luas di
Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses bisnis, tetapi juga
memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha. Oleh karena

itu, pembaharuan regulasi di bidang kenotariatan menjadi sangat penting untuk

diimplementasikan segera.
o

Sebagai dua undag peran penting dalam

% 1@,‘,31” £&| I eduanya menyebabkan

g maan tanda tangan
ditampik sehingga

notaris dari

ara pihak adalah berfungsi
sebagai layaknya Akta Autentik”. Ia menjelaskan “Notaris merupakan bagian dari
administrasi pemerintahan, di mana berdasarkan undang-undang administrasi
pemerintahan dan undang-undang pelayanan publik serta undang-undang arsip,
informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan memungkinkan
pembuatan keputusan secara elektronik atas dasar informasi tersebut”. la juga
menyampaikan bahwa pasal pengecualian dalam undang-undang ITE bukanlah
suatu larangan sehingga tidak dengan sendirinya meniadakan kewenangan notaris

untuk melakukan kegiatannya dalam bentuk elektronik yang dimuat dalam pasal 5
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UU ITE mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai
alat bukti yang sah sehingga berpotensi menimbulkan masalah bagi notaris.
Menurut Theodore Sedwick, cyber notary adalah istilah yang dipakai untuk
menggambarkan tugas seorang notaris secara konvensional yang diaplikasikan
pada media berbasis elektronik. Di Indonesia, gagasan untuk menerapkan cyber
notary muncul pada tahun 1995. Gagasan itu belum dapat menghasilkan output
yang jelas karena terbentur pada tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang
cyber notary. Semangat reformulasi cyber notary kembali muncul setelah dipicu

oleh dikeluarkannya UU ITE No. li.Tahun 2008 dan disusul oleh Peraturan

transaksi jug

elektronik.

lain, banyak nel:ll' !.F N ' ﬁﬁ !3’ %L._‘ fin ngas dan kewenangan

k!
i

\ ‘;‘b“"-J‘Ll!,!], !iﬁ!“;?’-lﬂ!n@fhﬂl* harus  menstimulus
\ A

notaris dalam

penyelenggaraan m"rc.n!nulrnnnmnur- : , bahkan sampai dengan
melakukan penyelenggaraan jasa kenotarian itu sendiri secara elektronik.
Sementara ini konsep cyber notary dapat dimaknai sebagai notaris yang
menjalankan tugasnya atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi
informasi, khususnya dalam pembuatan akta. Pada tahun 2014 telah disahkan UU
No 2 Tahun 2014 sebagai perubahan UU No 30 tahun 2004 sebagai UU yang
mengatur Jabatan Notaris (UUJN). Di Dalam UUJN yang baru, seorang notaris
diizinkan untuk melakukan sertifikasi pada dokumen elektronik. Dengan begitu
peluang untuk menjadikan cyber notary tidak lagi terbentur oleh dasar hukum

seperti waktu sebelumnya karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang
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cyber notary. Layanan pembuatan akta dituntut mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan mengaplikasikannya melalui media berbasis elektronik.

Dewasa ini, terdapat dua definisi secara praktik mengenai penyelenggaraan
cyber notary:

1. Pertama, cyber notary dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan fu/l
media elektronik selama pembuatan akta. Artinya, antara notaris,
penghadap dan saksi tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang
sama. Definisi ini mengacu pada kata cyber yang berarti maya (para pihak
tidak benar-benar bertemu2 ainkan bertemu melalui dunia maya atau

internet).

Zotary merujuk
pada definis; 2 akh buatan al SN a Jak dimungkinkan

] ifae 5 “ A1}
saksi adalah s ' g!
\ £

Notaris yang d-. ”‘#' D '-&'* ‘dapat menjamin para
pihak serta men*ll ¢ 'b! M ! % 702 U o ﬂ. f
Selain itu, ':‘" ‘*ﬂu"'? l"':"ﬂ"!}!‘f*m.jwﬂfl,ﬂ J notaris secara elektronik
o

juga ditemukan dalam~Undang=tn 2007 tentang Perseroan

Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), dimana dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) sebagaimana diatur dalam
Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis
mengenai kehadiran dari Notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 16 ayat (9) UUJNP. Tetapi, persoalan ini pun bertentangan dengan
adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal
5 ayat (4) UU ITE.

Apabila dilihat pasal-pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang

berbeda, dimana salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS mengeliminasi
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ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dan
m, ketiga peraturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika
akta RUPS tersebut bermasalah dan/atau bila dijadikan sebgai bukti dalam proses
Peradilan, serta Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11)
UUIJNP.

Bila dilihat dengan asar preferensi perundang-undangan lex specialis
derogate legi genrali, asas ini merujuk pada tiga peraturan perundang-undangan
yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum

tersebut diperintahkan Undang-Undang, dan yang membuat Undang-Undang

2

masih diperlukanx engl chilglanjut tertang qungkinan dibuatnya akta

/ “:y‘ . ‘ » \ ¢rbagai pendekatan,

notaris denga
e

sesuai dengan | i obal Sas ek -éaat ini, meskipun di
dalam UUIJN, I- l" “ ﬂ % $ mb ! !a ﬂi gcara elektronik belum

dimungkinkan un g ‘pembuatan akta secara

—

elektronik tetap ter OURKA TCITEAIT ATA Tt Ei\ae

a secara elektronik. Hanya

dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang
masih dihadapi oleh Notaris.

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman
mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan
perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis,
langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap UUJN,
UUJNP dan UU ITE, yang kemudian dilakukan penyesuaian aturan antara kedua

"I Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014).
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undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata.
Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN dan UUJNP harus
dilakukan perubahan. Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor
yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.
Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum bagi masyarakat, perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu
antara UUJN dengan UU ITE, sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan

a.-dalam membuat akta secara elektronik.

Demikian pula dengan masyar; ib u_fuhkan jaminan terhadap perbuatan

hukum yang dilakljk 1 f : ignya dapat dicapai dengan

terakomodirnya kes en 1 notarisdalaim pembuatanakta secara elektronik dalam

undang-ug a 0 1NG A ’ Ao ( . ang sangat pesat di
4

I_s'litif Masa Depan
: _-dap Kedudukan

\ ¥
\ /
Ada dua | \ l.’ N ﬂ 5 ﬁ &4‘ ag n‘&; f kemajuan teknologi

informasi terhadap m"’“‘”-g I@?&!ﬂﬂﬁLﬁ*rmT!,@' : (1) politik hukum, dan
|
(2) kesadaran huku

Faktor pertama adalah politik hukum, dalam kaitan ini peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak boleh diabaikan, melainkan harus dipandang sebagai
alat yang harus dioptimalkan fungsinya, dimana hal itu ditujukan untuk
menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keputusan politik
dan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum
harus membayangi jalannya legislasi. Negara bekerja dengan bantuan organ

kelembagaannya, dan tugas atau fungsinya termasuk menyusun undang-undang

72 Muhammad Akbar, and Fadhil Yazid. "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha
Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris." Law Jurnal 1,n0. 2 (2021): 116-124.
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yang harus diwujudkan. Dengan begitu, pemerintah yang berstatus lembaga negara
dapat memberikan penekanan dan arahan tentang sistem atau politik hukum yang
mana atau hukum yang seperti apa yang harus diadopsi dan dikembangkan.
Indonesia memiliki status sebagai negara hukum. Oleh karena itu, politik harus
mengikuti hukum, bukan sebaliknya. Pembangunan paradigma hukum yang tepat
juga penting untuk berhasil mereformasi atau merekonstruksi struktur hukum?3.
Faktor kedua adalah kesadaran hukum, dalam upaya mempertahankan

hidupnya, setiap manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan

dengan kebutuhan jasmani, rohani, mosionalnya. Selain itu, manusia juga
perlu memenuhi kebutuha iisalnya kebutuhan akan pengetahuan,
untuk mendapatkan lan. epastian hukum. Perlu diketahui
bahwa notaris (}jx ade . telah Jaa -‘L""m. latih secara ketat dengan
prinsip tafg % ‘ {1.Clu Jife e : oF P ini sudah mendarah

2

Ir'ituk autentik bagi
) _- pembuktian yang

terkandung da. ‘ f s dijalankan dalam
semua sistem ﬁ'h < 'r! H H ﬁ ﬁ u ﬂu -ﬂ] autentik bagi perbuatan

- L]
hukum tertentu, tampak bahwa ﬁ '. dar E!.,n'!:’:": ‘-i‘lﬂ_?-e buktian yang terkandung

dalam akta itu sempurna=Misrutama

ban oleh seorang notaris
adalah menghasilkan alat bukti yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa hal itu
sah dan bernilai ekonomis. Realitas menunjukkan bahwa dalam menentukan
kebenaran suatu informasi, termasuk identitas, kecakapan atau kewenangan dalam
melakukan perbuatan hukum yang direncanakan oleh sejumlah pihak, hanya dapat

diperoleh dan ditetapkan oleh Notaris’>. Selain itu, dunia kenotariatan selama ini

73 David Tan, and Lu Sudirman. "Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to
Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia.”" JILS 5 (2020): 125.

" David Tan. "Juridical Analysis on the Tax Compliance of Notary in Relation to Its
Honorarium in the Perspective of the People's Welfare (Research Study at the Indonesian Notary
Association of Batam City)." IJASSH (2020): 36-43.

75 Rahayu Hartini. Hukum Komersial (UMM Press, 2018).
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telah memanfaatkan kemajuan teknologi, antara lain penggunaan sistem
pendaftaran online seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan Online
Single Submission (OSS). Teknologi informasi dan komunikasi cukup memberikan
bantuan yang signifikan dalam hal kecepatan dan kualitas pelayanan notaris. Sistem
informasi telah banyak mengambil alih pekerjaan berbasis protokol, dimana hal ini
berdampak positif terhadap hasil pekerjaan notaris yaitu menjadi lebih hemat
biaya’®.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa

kemajuan teknologi informasi juga meinbuka peluang dan tantangan bagi notaris di

masa depan dan menuntut aga ,‘-

tetapi bisa juga memand = : 'rbasis teknologi. Tidak dapat
L

dihindari bahwa tekiiel ,‘.:‘lﬁkmu S ¥t ol

isasi ‘s'\% ! , amp (

.h A(la 4€

Klianya bisa bekerja secara manual akan

tonik menjadi ujung tombak

gy emajuan dan

organisasi dan

o digital telah

perkembangan

3.3.2 Masa Depan Penerapan Cyber Notary Di Indonesia

Sejarah perkembangan Cyber Notary pertama kali dimunculkan pada tahun
1989, dalam Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop yang
diselenggarakan oleh Uni Eropa, frasa “electronic notary” pertama kali diprakarsai

oleh delegasi dari Perancis, yang memiliki pengertian:

76 Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "4nalisis
Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2021): 172-178.
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“Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic
notary” to provide an independent record of electronic transactions between
parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company
B, and vice versa.”.”

Pendefinisian frasa “Cyber Notary” kemudian dikemukakan di Amerika
Serikat oleh the Information Security Committee of the American Bar Association

pada tahun 1994, yang berbunyi:

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be

similar to that of a notary public buat inthe case of the Cyber Notary his/her function
would involve electronic doq oy d\fo physical documents. This would
be an office, which wo ; N d recognized in every country
throughout the wo ld ias-been placed in a position
of a heijgj'z_g ty to undertake
certain rally referred

d !arnya memiliki

persamaan b ¢ an dale b rsebut merupakan
. .I III
(berwujud) pada n ¢ ; IlfJnformation Security

spesifik yakni cylb ""'!J"L'l-' : .!:’ l@ﬁﬂi)ﬂﬂ!ﬁé&m %t_'-"- aru yang serupa dengan
i
Il — M“

Notaris publik, namun=datam-eybes fungsi yang melibatkan

dokumen elektronik.

Konsep cyber notary menurut R.A. Emma Nurita, yaitu: “Konsep cyber
notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan
kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”’® Edmon

Makarim berpendapat bahwa konsep cyber notary di Indonesia masih dalam

77 Smith, “The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce.” Loc. Cit.
8 Ibid.
7 Nurita, Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.
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perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan tugas, fungsi dan kewenangan
Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak
dapat dilakukan.®

Pranata cyber notary, apabila merujuk kepada pendapat para ahli, baik
menurut Edmon Makarim maka dalam pendapat keduanya memiliki persamaan
yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media cyber space,
yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya.
Konsep cyber notary tidak diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan

atau mekanisme pelaksanaannya. Gupa. mendapatkan definisi dari cyber notary,

peristiwa ko Scear? as diaiit dalam suatu peraturan
-
=

perundang-undi lalssanakan penafsiran
-
A

peratura ken  penafsiran

!f an perundang-

Besar Bahasa “’
f
mengapit tambai bahasa, frasa cyber

B an o,
notary yang ter} !r' M 5 ﬁ ﬁ ’u! ’.- tﬁu an' tambahan keterangan

i Ao s o)
'L_L/\.,_i %?-/f

5
dalam perspektif \ [NICTPTICTasT " gral “‘ll a a apat=—am aknai secara [imitative

fonda baca (...) yang

avl
o

i
atau penjelasan d hal ini, cyber notary

terhadap “kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik”.
Tentang apa yang dimaksud dengan sertifikasi, belum ditemukan adanya

pengaturan dan definisi normatif dari sertifikasi, baik itu dalam UU Jabatan Notaris

maupun dalam UU ITE sehingga dalam memaknai sertifikasi dalam perspektif

tatanan bahasa, Penulis menggunakan definisi dari “sertifikasi” melalui berbagai

80 Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap
Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 41, no. 3 (2011): 468,
https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.n03.287.

81 Fajar Laksono Soeroso, “Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan Di  Bawah  Undang-Undang,” Kajian 19, no. 4 (2019): 32748,
https://doi.org/10.22212/kajian.v19i4.563.
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sumber. Salah satu definisi dari sertifikasi dapat dijumpai pada International
Organization for Standardization (selanjutnya disebut “ISO”), yang
mengemukakan bahwa sertifikasi (certification) adalah: “Certification — the
provision by an independent body of written assurance (a certificate) that the
product, service or system in question meets specific requirements”.

Sertifikasi merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga
independen bahwa produk, layanan atau sistem tersebut telah memenuhi ketentuan
spesifik tertentu. Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

memiliki pemaknaan yang berbeda. Sertifikasi memiliki makna berupa

. - .
“penyertifikatan”. Frasa penyertifil crarti mengacu kepada proses, cara, atau

perbuatan sehingg Ln M \x proses, cara, perbuatan
menyertlﬁkatkan B "" 1‘ cinapai $ appemaknaan cyber notary
r

J; cyber notary yang

a7 i

o

!-u- ” ! E J lou 1o 1 'terhadap kewenangan

Notaris terhadapl'L ¢ M"'LL#H I‘*‘L cifiulz tidak o fhui apakah perbuatan

------ oleh adanya kekosongan

hukum (rechtsvacuum) menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif
terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Pembuatan akta notaris dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) pendekatan atau teori

yang dapat menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Kedua teori

yang dapat dipergunakan dalam menganalisis penerapan teknologi informasi dalam

pembuatan akta notaris tersebut yaitu, teori instrumental dan teori substantif.®?

82 Joshua Sitompul, Op. Cit., Hal. 39
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Joshua Sitompul dalam bukunya yang berjudul cyber space, cyber crime, cyber law,
menjelaskan:

Teori Instrumental melihat bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan
dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu,
teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-
kebutuhan rasional bagi masyarakat. Teknologi bersifat netral yang terpisah dari
proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Produktivitasnya dapat diukur secara
objektif, terlepas dari budaya sehingga teknologi dapat dialihkan dari satu
.dengan kata lain, teknologi dapat diterapkan

masyarakat ke masyarakat lain ata

a. I . ﬁ an g fc dlampak perkembangan

hukum Va In-.n-nr hada

b. Menilai apakah kepentingan tersebut telah benar-benar terganggu
akibat perkembangan teknologi yang dimaksud.3*

Mengawali analisis pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap
tugas, fungsi dan kewenangan notaris di masyarakat, dalam hal kewenangan notaris
sebagai pejabat publik, dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi yang terjadi
di masyarakat telah merubah sisi kehidupan manusia yang beralih dari interaksi

sosial yang dilakukan secara nyata menjadi ruang maya (tersendiri). Hubungan-

8 Ibid., Hal. 40
8 Ibid., Hal. 41-42
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hubungan sosial yang terbentuk dalam dunia maya (virtual) memiliki keterkaitan
dengan tugas dan kewenangan notaris, khususnya yang menyangkut dengan
perdagangan dan berbagai kontrak-kontrak komersial yang dilakukan melalui
internet, misalnya perjanjian jual beli. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan
transaksi. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan
waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya
harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram,

telepon dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam

internet mempengatith ¢ dicvnakan-untuk menentukan suatu

/. d ., € R\ waksud ialah biaya

terkait persoala

permasalahan hullk ""*ﬂu*' -'J lﬁﬂ“‘h‘" -E!pﬁrw‘ﬁrr!.i"

k )/

menetapkan berba AT TCoIIasT,~tCTM?a Ll O a Mj_l‘ Undang Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

‘ ,-" mengatasi berbagai
[

onik, pemerintah telah

Pembuatan akta notaris secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum
yang terjadi, seperti ketentuan mengenai autentisitas sebuah akta yang diatur dalam
Pasal 1868 KUH Perdata. Kemudian berbagai syarat pembuatan akta yang diatur
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang belum memungkinkan untuk

pembuatan akta notaris secara elektronik, misalnya ketentuan Pasal 16 ayat (1)

85 Ibid., Hal. 62
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huruf m Undang- Undang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan notaris untuk
membacakan akta di hadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
Pembuatan akta notaris secara elektronik yang didasari pada keperluan dan
keinginan dari masyarakat belum terakomodir dalam undang-undang yang
menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap kewenangan notaris dalam
membuat akta secara elektronik. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (recht
staat) maka setiap kewenangan haruslah memiliki dasar hukum. Notaris dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya harus pula berdasarkan pada ketentuan

hukum yang berlaku. Meskipun pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut

merupakan keinginan atau t -. asyarakat atau para pihak, bukan berarti

la_masyarakat

!i F M ! 5 "“h !o ! 1['1 o‘ﬁl ll,Openbare ambtenaren
yang terdapat L-"E"Mﬂ_.k? : %L"Jm’#ﬂ’t!ﬁ- k 'voor Indonesie (BW)

5
dlter]emahkan menjaar-pegawarpee

Pasal 1868 BW menyatakan bahwa:

can terjemahannya bunyi

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut R. Subekti, dimaksud pegawai umum adalah notaris, hakim, jurusita

pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil”.%” Berdasarkan fungsi dari pejabat

8 Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta:
Durat Bahagia, 2005), hal. 59.

87 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2009), hal. 475.
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notaris yang dijelaskan di atas, pelaksanaan fungsi dan tugas pejabat notaris dalam
membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang dikehendaki
oleh masyarakat (pihak yang berkepentingan) yang dinyatakan dalam akta autentik
haruslah memberikan kepastian hukum. Dengan belum terakomodirnya
kewenangan tersebut dalam undang-undang, pelaksanaan tugas dan fungsi notaris
dalam memberikan layanan pembuatan akta secara elektronik belum memiliki
kepastian hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum baru.

Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penyimpanan minuta akta

_

dengan memanfaatkan teknql kan -tgrobosan baru bagi kinerja profesi

'Imor 11 Tahun

%
% i taris tidak boleh

bertentangan AN { \asar sabi : i e'l1rtika, 2011).
KUH Ped : h q;aturan hukum yang
f
mengatur tenta ¢ @ , sedangkan Undang-

' 1 yang mengatur tugas
an pula halnya dengan
Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai aturs sus (lex specialis) dari
ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH
Perdata. Untuk menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dalam
pembuatan akta notaris secara elektronik, harus dilakukan pengkajian lebih lanjut
terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Pasal 1 angka 8 UUJN, Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan
tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari
Protokol Notaris. Lely dkk menyebutkan bahwa:

“Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa

dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau
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para pihak dan di bagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi
dan Notarisnya. Sebelum akta itu ditandatangani, Notaris wajib membacakan
isi dari akta tersebut agar dimengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak
dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut.
Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta
akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.” 8

Menurut Pasal 62 UUJN, kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya

terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi

lain yang dia terima baik karena notaris lain

 intuk menyimpan
! "Iberharga lainnya,
yaitu dalam le rr"::

Penulis n m bentuk fisik juga

harus disimpan II" H-F N ! ﬁ H!. au j& 1gita1 memiliki fungsi

dan tujuan yangl'*, #ﬂhy I"iga‘l-' "“ﬁ'\i.h:j{ Secara ekonomis,
__.ﬁ_

penyimpanan prOt LOTTIOTATrTS DCTT '.‘ O mudah praktlS murah

hemat, dan aman, sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol
notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum

terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik®. Casey

8 Iwan Permadi Lely and Bambang Winarno, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris
DalamPenyimpanan Minuta Akta,” Hukum Magister IImu Hukum Dan Kenotariatan 1,no0. 1 (2016):
1-26.

8 Cut Era Fitriyeni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai
Bagian Dari Protokol Notaris,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 3 (2012): 391404,
https://doi.org/10.24815/kanun.v14i3.6221.

% Desy Rosi Tawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan
Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,” Acta Comitas 2, no. 2 (2017):
98-110.
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menjelaskan bahwa bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat
digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku
kejahatan tersebut®!.

Selain itu, pendigitalisasian minuta akta ini juga bertujuan untuk memelihara
arsip agar tetap dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan,
dan keutuhan arsip tersebut. Lebih dari itu informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu merupakan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti.
o terlaksananya pengalihan protokol notaris

dalam bentuk elektronik di In o,.e

-

Beberapa peraturan yang menduk

d) nd aba : 3) yang menyatakan

minuta akta -n--.......E....m. s’adata mkean-proses alih media. PP No.
28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, 2012), menjelaskan bahwa alih media arsip dapat
dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan

nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Arsip yang telah dialihmediakan

1 E Mangkepriyanto, Hukum Pidana Dan Kriminologi (GUEPEDIA, 2019).
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tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan. Proses alih media dilakukan dari dokumen
cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan scanning. Cara
penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk
pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip
untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di scanning. Hasil scanning tersebut
disimpan di dalam database server dan secara otomatis output data scan digitalisasi
dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di database server disimpan dalam bentuk

wory card dengan daya tampung yang

Flashdisk atau disimpan dala'

; ah melakukan

ase server dan

flashdisk di dllan disimpan oleh

notaris atau la MaJ elis Pengawas
f

Daerah (MPD) ilkan melalui proses

umen ¢
tersebut dapat dr r! H M ﬁ ﬁl‘ ';F ath ﬁ annya untuk selanjutnya
digunakan mewakil ”fﬂ'u""y I'Eﬁa'{ el e "Wl&:f

i .-/ keniscayaan yang tidak
bisa tidak dan mau tidak mau kedepannya harus dapat diakomodir oleh pejabat
notaris sebagai respons dalam perkembangan peradaban masyarakat. Pemerintah
sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai

perumus undang-undang harus mampu merespon keadaan ini dengan

2 Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan
Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,” Acta Comitas: Jurnal Hukum
Kenotariatan 2, no. 2 (2017): 172-82.

9 Mohammad Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk
Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia,” Repertorium IV, no. 2 (2017): 62—69.

% Kuswanto.
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mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kewenangan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta autentik.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika
dihubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam pembuatan akta
secara elektronik, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan
teknologi komunikasi video conference. Hal yang menjadi persoalan adalah apakah
autensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat
terpenuhi. autensitas akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sarana

dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan

teknologi komunikasi video conference:
hukum positif yang berlaku te

akta notaris.

dapat dil ana para pihak
dapat be j w conference
maka autep / t oleh atau di
hadapan n f harus dibuat

berdasarkan 0 an Notaris, dalam

pihak yang ber. ohonkan oleh para
pihak yang berke !j M l % 5 u '-m & L aidapan notaris melalui
teknik video :ik#jﬂ’l”“u'féﬁduu*hu?ﬂﬂ*rl‘? j Kakan kewenangan dari

5
notaris sebagaimana-diatur-dalan

ndang-Undang Jabatan

Notaris.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara
elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris
terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan
Notaris huruf ¢ dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta
Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
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sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat
itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dan m, dalam pembuatan akta autentik
secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal adanya tanda tangan digital (digital
signature) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme
pembubuhan digital signature dalam praktiknya membutuhkan suatu proses sampai
pada akhirnya digital signature tersebut:d apat dibubuhkan dalam akta autentik yang

4

dibacakan oleh notaris. Ke a

dtur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, di

Pasal 44 aya - afan N ng ahwa “Segera
{i - i ghadap, saksi

I"Iiayat (3) dan ayat
(4) mengakibatke " 3 1 pe -ﬁktian sebagai akta
di bawah tangl'ql pjadi alasan g menderita kerugian
untuk menuntutll' oJé ! E h‘ ! 5 ﬁ ! ! 4 B 0 pada Notaris. Artinya
notaris dalam hﬁ -y Iéﬁ%’h}'!ﬂ.lﬁaﬂjuﬁ. ia

.,!,,, ,,&.. ,J

menyangkut kerugl' ll-rln-ulu-u (. para N A 1dak terpenuhinya unsur

aban secara perdata

Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut. Dalam praktik notaris,
suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atas keinginan para pihak juga
seringkali terjadi kesalahan. Mengenai tata cara melakukan perubahan terhadap isi
akta, Pasal 48 ayat (1) telah mengatur beberapa larangan dan ketentuan yang harus
dilaksanakan oleh notaris, yaitu:

1. Diganti;

2. Ditambabh;

3. Dicoret;

4. Disisipkan;

105



5. Dihapus/atau;
6. Ditindih.

Perubahan terhadap akta notaris, Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa
Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau
diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pelaksanaan
perubahan akta bila dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan sangat tidak
dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) jika pembuatan akta tersebut

dilakukan secara elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bagi

diatur dalam Pasal 39 U da a

3. )\ ‘:! M H $ sﬂ‘“ !A! a5 ﬂ‘; ,-'(2) dinyatakan secara
tegas I' @abmll@v
erbatas merupakan suatu
isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta
secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan
substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang muncul
belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan
notaris dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi FElektronik, tetapi
sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik.
Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu
keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana

dikemukakan oleh R. B. Simatupang bahwa:
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“Kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi
informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan
adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan
canggih ini dikenal juga istilah paperless, terbukti salah satunya dengan ketentuan
baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media
elektronik™.%
Berdasarkan uraian di atas, pembuatan akta notaris secara elektronik hanya
dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-

undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta

secara elektronik, yaitu Und .-s- abatan Notaris dan Undang-Undang
‘4;’;#\\ hambat, baik secara

'il hadapan notaris.

2. an salinan akta tidak
3 akta di depan dua orang
4. angpenandatanaganan dan tempat

penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

5. Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah,
baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan
dan menggantinya dengan yang lain.

6. Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat

dibaca sesuai yang tercantum semula.

%5 R.B. Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal. 76
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Pengadaptasian konsep pembuatan akta notaris dalam sistem hukum
perundangan-undangan bermaksud untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri,
yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum
dalam pembuatan akta secara elektronik, dapat dianalisa berdasarkan pada teori
kepastian hukum. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu
menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Kepastian hukum (rechtszekerheid) yang dimaksud ialah kejelasan
pertukaran hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan

an kepastian status ini mendatangkan

ertiannya dan

§ kumnunya sendiri,
setingkat 1 sama tingkatnya
ingga merubinginglai masyaaknt, -

4. | “ﬁu’w y l ff‘a{i "’lv\*- -Tr!,._{h/ / sudah ada peraturan

o — .97
Kepastian dalam hukum tercapai jika hukum yang tertuang dalam undang-
undang tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu
dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid’ (kenyataan hukum) dan dalam undang-
undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan. Keadaan

di mana terjadinya pertentangan antara KUH Perdata jo Undang-Undang Jabatan

Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga

% Solly Lubis. Serba-Serbi Politik & Hukum. (Medan: Sofmedia, 2011) Hal. 54
7 Ibid. Hal. 55
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antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-
Undang Perseroan Terbatas atau sebaliknya Undang-Undang Perseroan Terbatas
dengan Undang-Undang Jabatan Notaris jo KUH Perdata, dapat dikatakan telah
terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum terkait penerapan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta secara elektronik. Di samping
kepastian hukum, tujuan hukum lainnya adalah mewujudkan kemanfaatan hukum.
Kemanfaatan hukum, terkait dengan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembuatan akta notaris bahwa pengaturan tentang pembuatan

suatu keniscayaan. Perubahan terhadap

akta notaris secara elektronik merupaka

Undang-Undang Jabatan Nota is g_—Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, haruslah dila

manfaatbaglm ‘tmleH f-’-? ; =

yang dlban e 2} ‘ {1[316 geat ivensional, melainkan

- ‘ Jdang- Undang
sehingga dapat
Y .- gga dap
IR iclakukan berbagai
macam bentuk ] BaL] { ini mas1h menimbulkan

5 f
berbagai persos 'ﬁf Iﬁtian hukum dalam

terdapat pertentangan

dalam undang- .-....n._...r. “Adanys pan—yang bertentangan. Masih

terdapatnya pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang dalam
pembuatan akta notaris secara elektronik menggambarkan belum adanya kepastian
hukum, baik bagi notaris maupun masyarakat. Seyogyanya undang-undang yang
dibuat berdasarkan kenyataan hukum “rechtswerkelijkheid” yang ada di masyarakat
tidak akan mengandung istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan terlebih
menimbulkan benturan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan
hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan

budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik
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secara elektronik oleh notaris maka dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum
yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Kajian penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta
notaris tidak dapat terlepas dari pengaruh dogmatik hukum. Dogmatik hukum
adalah bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi serta dalam arti tertentu
juga menjelaskan (veklaren) hukm positif yang berlaku.”®

Indonesia telah mengadakan suatu pembangunan hukum yang merupakan
upaya merombak tata hukum lama menjadi tata hukum nasional yang baru.

Pembangunan hukum di Indones1a Sal _ i saat ini sedang dan terus digalakkan.

Pembangunan di segala bida - - Ki _berjalan mulus bila tidak dilandasi

.
-
>
9 o

* anya banyak

"b'n d1sebabk ] pe :ggunaan peraturan

yang dibuat sell \ ‘! M ' ﬁ & 'g“ Hr. sisi materi tidak dapat
mengimbangi laJu, [ M'LL*!!»? Im— 0| m'h"ﬂ’ﬁlﬂ’- {i dalam perkembangan
teknologi 1nformas ___"'ﬁ"‘ : solty Lubis bahwa:

“Proses pembentukan perundangan-perundangan (legislator) sering terasa lamban
dan kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan yang
semakin banyak, apalagi dalam era perkembangan IPTEK, sosial ekonomi. Di sisi
lain fungsionaris legislatif tidak mempunyai pegangan dan arahan politis yang

konkrit mengenai postur sistem hukum yang akan dikembangkan, bahkan lebih

8 Otje Salman dan Anthon F. Susanto. Teori Hukum, (Jakarta: Redika Aditama, 2007), Hal.
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banyak terpengaruh oleh perkembangan yang menjurus mereka ke arah pelayanan
hukum yang memihak kaum elite”.%’

Keinginan untuk lebih bisa mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi
informasi dalam setiap aspek kehidupan manusia dan upaya untuk terciptanya
percepatan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia,
khususnya pertumbuhan dan perkembangan layanan jasa di bidang kenotariatan
maka kebutuhan untuk merevisi Undang- Undang Jabatan Notaris, Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sesuatu keharusan agar

penerapan perkembangan teknologi informasi dan teknologi dalam pembuatan akta

secara elektronik oleh notari tian hukum.

Undang Informasi dan Transaksi

atau akta yang

Redaksil P an pemahaman bahwa
pembuatan akt'cllll'- l! N ! % ﬁ q» ' l-- J& f , oleh sebab adanya
pembatasan terha, *"h“'u"-'wy Ib.ﬁ‘ﬁ."g!!’h oﬂ#f‘ pembuatan akta secara
elektronik. Keten ".'.::m':"?"' oSUNe arang pejabat notaris untuk
membuat akta secara elektronik.

Keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak “regulator” untuk
melihat, mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat. Memang
untuk menentukan apakah permasalahan perlu dibentuk suatu kebijakan atau tidak
memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan, hal ini harus memerlukan

pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam karena menyangkut aspek

sosiologis, filosofis dan yuridis. Walaupun sampai sekarang belum ada undang-

9 Solly Lubis. Op. Cit., Hal. 56
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undang khusus yang mengatur tentang pembuatan akta secara elektronik, akan
tetapi tidak berarti sebelumnya tidak pernah ada peraturan yang mengatur masalah
tersebut.

Tidak cermatnya pembuat undang-undang dalam perumusan aturan hukum
terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dapat
dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan
Terbatas, yang berbunyi Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui
media teleconference, video conference atau sarana media elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung

! ! N l ﬁ s U T lﬂj; / épada Menkumham.
ot Risilals £ I@s.r.v!h. J;.!rm;-,-.

T ——

blasa '.lllllllrlrlll-rlllJ - Anaa ANAa mum Pemegang Saham

am di bawah tangan ini

tahunan yang agenda atau acaranya khusus mengenai pemberian
persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas
laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi. Ini bukan berarti
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak diperkenankan
untuk menghadirkan seorang Notaris;

2. Notulen/Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat Notaris
disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh Direksi dan/atau pemegang
saham perseroan apabila agenda Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya
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berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan
hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan
dan diberitahukan kepada Menkumham (Pasal 21 Undang-Undang
Perseroan Terbatas). Apabila dengan Akta Notaris dipilih Direksi
dan/atau pemegang saham Perseroan, Direksi dan/atau pemegang
saham Perseroan harus meminta jasa Notaris untuk menghadiri dan
menyaksikan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham agar Notaris
dapat membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan

apat. Umum Pemegang Saham, asalkan tempat

dan diputuskan dalam

1/ dasar perseroan
kan kewajibannya

: - nya Rapat Umum

l ) 1 i
T ,.E I-&w- oA ltfr‘rnr‘n-l;f\ ja am praktik disebut akta
: M
berita -r-lr--!r-lr-ul-u i l“ yang 0 1gan ketentuan Pasal 38

sampai Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun

2004100
Seyogyanya dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan
Terbatas tersebut, pengaturan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik
harus dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dan diterbitkan belakangan

setelah penerbitan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Informasi

190 htp./festyindra.weebly.com, RUPS, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
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dan Transaksi Elektronik memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap akta
notaris sehingga menjadikan kekaburan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat
(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dan sekaligus menimbulkan
ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain masalah legalitas pembuatan
akta secara elektronik yang mengacu pada berbagai undang-undang yang telah
dijelaskan di atas, hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan akta
secara elektronik adalah masalah pembuktian dan masalah format atau bentuk serta

tata cara pembuatan akta notaris. Dalain. pembuatan akta notaris secara elektronik,

1 Tap 3 aKkta S | dan B telah
oy h 0 menera 0 a | elah melakukan

jual beli mengenai S 0 r i Terig I&laka yang harus

menghadap 'd

dianggap benar )
sawah tersebut.'. ’ sawal éir—benar telah terjadi.

Sehubungla !n' M H 5 ﬁ M E; ekt ,-"dalam hal pembuktian
akta secara elektro .\fuﬂj &;%?!:l&" if].rx‘?&!ﬂ- 3t1 kedudukan hukumnya

apakah termasuk '.‘r-..-n“m..- Rep: ataw-dipersamakan dengan akta di
bawah tangan. Hal ini masih terjadi kontroversi mengenai kedudukan hukum akta
elektronik dalam pembuktian, apakah akta elektronik termasuk dalam bentuk akta
autentik atau dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Arsyad Sanusi
berpendapat:

“Suatu dokumen elektronik, sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem Informasi
Elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang

berwenang untuk itu, hal itu termasuk dokumen autentik dan jika sistem Informasi

Elektronik dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan

114



oleh para pihak, dokumen elektronik tersebut diterima layaknya sebagai akta atau
dokumen autentik dan bukan akta di bawah tangan”.!0!

Pendapat berbeda dikemukan oleh Brian Prasetyo bahwa akta autentik untuk
saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau kedudukannya sama dengan akta
di bawah tangan boleh saja, sebab bentuk akta elektronik hanya merupakan
kesepatakan para pihak. Alasan Brian Prasetyo menyatakan bukan sebagai akta
autentik:

a. Akta autentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada
an.bahwa akta autentik boleh dalam bentuk

peraturan yang menyatak
elektronik.
Akta harus d L

ada peraturan

penandatanganan

g ¢jalan de 0 an-kotentuan Pasal 5 ayat
! f
(4) UU No. 1| "'ﬂ' '* Informasi Elektronik

dan/atau Dokumg . 5 ﬁ lﬂ ks d'pada ayat (1) tidak berlaku
untuk: I' i-1 @a'bmtﬂ

2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat
dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta.

Alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap surat-surat yang harus dibuat
dalam bentuk surat tertulis atau dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat

0 Surya Jaya, Cyber Notary Persfektif Hukum Pembuktian, makalah disampaikan pada

seminar Hukum Cyber Notary, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2012, diakses
melalui: muhammadrizalrustam.wordpress.com, tanggal 10 Mei 2025. Pukul. 15. 30 WIB.
12 Ibid.
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pejabat pembuat akta. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa alat bukti
elektronik dalam bentuk dokumen elektronik tidak berlaku dan tidak dapat
dipersamakan dengan suatu akta autentik/akta notaril yang bentuknya tertulis dan
mempunyai minuta akta (asli akta notaris). Hal ini sejalan pula dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 164 jo 165 HIR, tentang alat bukti dalam hukum acara
perdata dan mengenai macam bentuk alat bukti surat yang diakui dalam pembuktian
acara perdata.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, alat bukti elektronik masih dianggap
sebagai alat bukti petunjuk. Alatf bukti.dalam Undang-undang telah ditentukan

— — L E—

autentik tersebut masthrperhrdrbuk an daripada keaslian akta
elektronik tersebut dibutuhkan keterangan ahli yang mampu menjelaskan tentang
keaslian dari akta tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa
informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tidak semua informasi

103 Achmad Ali & Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), Hal. 77
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elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi
elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila
menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang
andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan

dengan peraturan u» undangan;
. gl . .
s ./ﬁ\ eutuhan, keautentikan, kerahasiaan

dlnik tersebut, dan;

enjaga kebaruan,
ang uny, jaw afau petunjuk.

.I % 2Ra¥0 ' RS Y,
Pada taha%xlI !-! H H ﬁ 5 M !ﬁm "ﬂ; ik oleh notaris hingga

.. . 3 b ; w1 e /
saat ini notaris belul "'"’?u"l‘iy l@?—‘i"{ﬁ’-ﬁlu%-ﬂ?-‘_@- / dalam penyelenggaraan
—-—_

o 2

. . |
sistem elektronlk. orenTseoapTinr: O’\’l avyanan—pembpuata

akta secara elektronik
belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
jika notaris ingin membuka layanan pembuatan akta secara elektronik, notaris harus
dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan
bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,
keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, paling tidak
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terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam

memberikan layanan jasa secara elektronik di antaranya:

a. Pendaftaran;
b. Perangkat keras;
c. Perangkat lunak;
d. Tenaga ahli;

e. Pengamanan;
f.  Sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan

g. Pengawasan.

Dari uraian sebelumnya .

4

dapat dijadikan suatu b ki

anii.bahwa sebelum dokumen elektronik

te sebut harus diuji lebih dahulu
syarat minimal y . $E$Ln‘u i'?& g vaitu pembuatan dokumen
elektronik =.r' $ Yoie ( \ romk yang andal,

> " nﬁ‘

dokumen ¢ £(d w - 2 ; Pg : aham modern)

\ /
Batas m1n"1 !; Al M ! 5 42 !qj! l. Jlﬂfq a dirinya sendiri, oleh
#'u“"‘yl ‘ﬂu‘LFLFPﬁ-FL-* wutentik adalah sempurna

anpa memerlukan bantuan

karena nilai keku )
dan mengikat, pad
atau dukungan alat bukti yang lain, sedangkan pada akta di bawah tangan agar
mempunyai nilai pembuktian haruslah dipenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang- kurangnya dua

pihak);
2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.
Apabila syarat di atas dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH

Perdata juncto Pasal 288 RBG, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta

autentik karena mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri
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tanpa bantuan alat bukti lain. Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal
7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan syarat
formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian,
yaitu:

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan,
suara, gambar, dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat

dipahami oleh orang yang ina

S

mpu memahaminya;

i

Dlnyatakan sah apabi] oD kan/berasal dari Sistem Elektronik

kemudian juga h En‘ H H ﬁ 5 RA, o ipi f @‘ktromk tersebut tetap
dalam keadaan sep aﬁqu_y ; ﬁ:ﬁé{uﬁ'!ﬂ*ﬂvpt‘ﬁl da perubahan apapun ketika
diterima oleh plhalI ‘_h benar dokumen tersebut
berasal dari orang yang membuatnya (authenticity) dan dijamin tidak dapat
diingkari oleh pembuatnya (non repudiation).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, dapat dikatakan dokumen
elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan
(begin van schriftelijke bewijs), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen
elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian,
oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan

pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian

sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht).
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Berdasarkan penalaran hukum di atas, dapatlah disimpulkan dokumen
elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti
persangkaan yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) atau setidaknya
persangkaan hakim (rechtelijke vermoden). Dengan belum diakomodasinya alat
bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata akan menyulitkan
bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak
mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti karena sampai saat ini belum ada

pengaturan secara jelas yang menyangkut tentang kekuatan pembuatan alat bukti

elektronik yang dipersamakan deng an ¢ utentlk Pembuatan akta notaris secara

di antaranya belum adanya kepastian

ermasalahan _

Pemanfalégl ot asi. ji s f -lllkan banyak manfaat
bagi kehidupanll'lI !r' h! H 5 ﬁ U (dan iﬂ_\ da munculnya berbagai
masalah dalam ru Mjhyl uTIME !f' l-v‘#-ii'f!-ﬁ perkembangan hukum di
Indonesia dari .= etk mmjukkan  ketertinggalan karena
disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari
peninggalan penjajah yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah
yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada masa sekarang
ini dari sisi materi maupun isi substansi tidak mampu mengimbangi perkembangan
zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum
ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan

adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.!'%’

194 Emma Nurita, Op.Cit., hal. 4.
195 Ibid, hal. 5.

120



Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan
dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi
elektronik sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena
sudah ada payung hukum yang mengatur. Era cyber notary sudah di depan mata
dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum, tetapi konsep
cyber notary tak semudah membalikkan telapak tangan, masih banyak muncul
persoalan lain seperti masalah autentikasi.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta aufentik mengenai semua perbuatan, perjanjian

ZENS
N

L w Q
UNISSIILA
\ Arfla ..y!é Healial gtmal e,
S, S—

5 ayat (2) dan aya (3T E-dapa

peluang terwujudnya konsep cyber notary, hanya saja perlu adanya keseragaman
payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat
ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat
juga melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa secara elektronik
khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai autentik karena hal ini
sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang
semakin pesat.

Konsep cyber notary tak hanya membawa perubahan pada UUJN tetapi juga
KUH Perdata terutama Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1870. Adanya
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pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan
membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik karena
KUH Perdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial
Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa
bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat
suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia.!'%

Menurut Herlien Boediono, masih ada peluang untuk memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangati:dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan (le o ,,,Aj’
ol

«ant (2) huruf a UUJN) sebagaimana

. t (1) UUIN);
aan dengan wasiat
Asam Manusia cq
: 16 ayat (1) hurufj
# ah. N

/
4. : !’ ” ' ﬁ 5 H;! ok dh. at yang dibuat pewaris
I' \,f !'L"’"g Ic?P{QL"L-FHﬁF Waris oleh notaris kepada
M‘_J

i Hukomrdanr-Hak'A anusta-Republik Indonesia cq Daftar

Pusat Wasiat.!07

Kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui internet melahirkan
fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat
melalui sistem elektronik, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media

elektronik lainnya.

19 Jpid, hal. 8.
197 Herlien Boediono, Op.Cit., hal.97. (Buku 1)
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Menurut Herlien Boediono, kendala dan hambatan implementasi cyber

notary di dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris, di antaranya:

1.

Para penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh dua orang saksi pengenal yang memenuhi syarat untuk
memberikan kesaksian (Pasal 40 UUJN);

Keberadaan para penghadap, para saksi, penerjemah bila ada, notaris,
semuanya pada satu saat termasuk saat pembacaan dan
penandatanganannya di tempat notaris berwenang menjalankan

jabatannya (Pasal 44

E . N ’ 5 ﬁ ‘u'- 1 ﬂ. entikan akta dengan
i "“"I"LFJ)J lﬁ%*lﬂwgﬂmgm va apabila ada pemalsuan
atau -E?‘.‘r..u...n.. oT0 3 _J utipan dapat diketahui
dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
Buku daftar akta (repertorium) dan buku-buku yang memuat daftar
pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan
(legalisasi), daftar pembukuan surat di bawah tangan (waarmerking),

klapper, daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya

surat berharga dan daftar berkenaan dengan wasiat;
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7. Pembuatan akta in originali (Pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5)
UUJN).108

Keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak regulator untuk
melihat dan mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat.
Untuk menentukan apakah permasalahan perlu dibentuk suatu kebijakan atau tidak
memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan karena hal ini harus memerlukan
pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam karena menyangkut aspek
sosiologis, filosofis, dan yuridis. Walaupun sampai sekarang belum ada undang-

undang khusus yang mengatur tentang cyber notary, akan tetapi tidak berarti

'.f t
yang berbunyi AP \ﬁi‘l'AM 3 ;.
conferencff, /f/i ?% 1 1k (v% 1en ngklnkan semua
r

peserta tag i Al mender : tayberpartisipasi
dalam rapaj
yang - libuat be . / notary belum

¢mberikan jaminan

UUITE. Di mana Ih‘ . m"‘.’“‘— avs UJN telah memberikan

peluang untuk diadakannya cyber notary namun dalam hal kekuatan akta jika
ditinjau dari Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (4) UUITE. Pasal 1868 KUH
Perdata memberikan syarat bahwa suatu akta autentik merupakan akta dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya dan Pasal
5 ayat (4) UUITE menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk

surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat

108 Herlien Boediono, Op.Cit., hal. 96. (Buku 1)
199 Emma Nurita, Op.Cit., hal. 63.
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beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta
notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Oleh karena terjadi
pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain
maka kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary sama dengan
kekuatan akta di bawah tangan.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, maka penulis berpendapat
bahwa secara teknis, Indonesia sudah siap menjalankan konsep cyber notary,
namun secara hukum, belum semua aspek pekerjaan notaris secara tegas dapat

dilakukan dalam bentuk elektronik

,.;.a ada aturan hukum secara khusus

Z memang cyber notary
kepastian hukum secara

khusus yang dimaksud dengan cyber notary, kemudian dalam hal pembuktian,

mempunyal faktor 11-1n4lrlllurllu' E [

misalnya HIR belum sepenuhnya mengatur mengenai alat bukti elektronik.'!!

110 Ibid, Hal. 78.
! Ibid, Hal. 81.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1) Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah membawa perubahan

signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia hukum, ekonomi dan

Dengan cyber notary, proses
pembuatan akta autentik tidak lagi harus dilakukan secara fisik di kantor
notaris, melainkan dapat dilakukan secara online menggunakan
teknologi video conference dan tanda tangan digital. Namun, meskipun
teknologi sudah ada, penerapan cyber notary di Indonesia masih
terkendala regulasi yang belum terintegrasi dengan baik. Hal ini
menyebabkan implementasi cyber notary tidak bisa berjalan optimal.
Berdasarkan Pasal 15 UUJN, notaris diberi kewenangan untuk membuat
akta secara elektronik, namun ketidakselarasan dengan UU ITE

menyebabkan kontradiksi dalam keabsahan dokumen elektronik.
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3) Dalam konteks kemudahan berusaha, cyber notary menawarkan banyak
manfaat. Proses pembuatan akta yang biasanya memakan waktu lama
dan biaya besar dapat dipersingkat melalui penggunaan teknologi. Pelaku
usaha dapat membuat akta secara online tanpa harus mendatangi kantor
notaris, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun
biaya. Selain itu, cyber notary memungkinkan verifikasi dan validasi
dokumen dilakukan lebih cepat, sehingga mempercepat prosedur bisnis
yang sangat penting dalam iklim usaha yang kompetitif.

4) Penerapan cyber notary donesia masih dalam tahap awal, namun

1, ' sektor swasta, dan

‘\ LR E ?&{.ﬁ H,F -/ teknologi digital untuk
\ ak MELL‘HL l‘in. ,_.?-l{g ai}ﬂi"-.{?-.lﬁi {&
\ =

era glOb alisasrekonomida ﬁ

isien dan kompetitif di

4.2 Saran

Cyber notary memang menawarkan banyak manfaat di era globalisasi
ekonomi dan bisnis, namun implementasinya di negara berkembang seperti
Indonesia tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
keterbatasan akses terhadap teknologi di beberapa daerah. Tidak semua daerah di
Indonesia memiliki akses yang baik terhadap internet atau teknologi yang
diperlukan untuk mendukung cyber notary. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi

notaris dan pelaku usaha di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, masalah
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budaya juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat di negara berkembang,
termasuk Indonesia, mungkin belum sepenuhnya percaya pada sistem digital,
terutama dalam konteks hukum. Budaya tatap muka dan kehadiran fisik dalam
transaksi legal di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini masih menjadi
kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, maka penulis
menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1) Bagi Pemerintah dan/atau DPR :

F;l-"“‘w-. cara eksplisit menyatakan

= !
A Pen raki F tronik sebagai akta

EJ BH ﬂ 5 ﬁ '_u! i lﬂi ( Ja.'ng-undang, dan harus

i - -
nd ﬂ"‘!“ﬂ"y I@ﬁ‘i!ﬁ?ﬂ&lmfm#!@v eamanan dan metode
_J.h'—_

. X
Verlﬁkas vang arotunakan-udra

b) Melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi secara merata di
seluruh wilayah Republik Indonesia, agar teknologi informasi dapat di akses
oleh seluruh pihak terkait.

¢) Membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan
informasi yang dikirimkan secara elektronik. Teknologi enkripsi,
autentikasi berlapis, dan sistem sertifikasi digital harus diterapkan untuk
memastikan bahwa tanda tangan digital dan dokumen elektronik tidak dapat
dimanipulasi atau disalahgunakan, guna menjaga dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap cyber notary, sebab proses ini melibatkan
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dokumen-dokumen penting dan sensitif, masyarakat harus yakin bahwa
teknologi yang digunakan aman dan dapat diandalkan.
2) Bagi Pemerintah dan/atau INI (Ikatan Notaris Indonesia) :

a) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada notaris dan calon notaris
untuk memahami penggunaan dan perubahan teknologi, regulasi, dan
praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital agar dapat menjaga
relevansi serta kualitas layanan notaris dalam lingkungan yang semakin
digital.

b) Melakukan kampanye edukasicyang kuat untuk meningkatkan kesadaran

serta membangun kepert asyarakat terhadap sistem hukum,

UNISSULA
el | gl leluinda
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